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c. Peningkatan pelayanan perpustakaan, arsip dan dokumentasi 
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(b) Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan 
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1. Prioritas Pembenaban Manajemen Pemerintah Daerah 

a. Sumber Daya Manusia 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 

mewujudkan tujuan dan target-target pada area pcrubahan ini 
meliputi : 

1) Melakukan evaluasi analisis jabatan; 
21 Melak:ukan evaruasi analisis beban lrerja; 

3) Merumuskan stander kompetensi jabatan untuk seluruh 

jabatan di OPD sesuai dengan kebutuhan organisasi yang 
telah ditetapk:an; 

4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan 
beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan maslng­ 

masing OPD, termasuk rencana rekn:titmen setiap tahun. 
5) Melaksanakan rekruitmen eesuai sistem rekruitmen baru 

C. Kegiatan·kegiatan 

5. Prioritas OPD 

Sasaran maupun target-target cliserahkan kapada masing-masing 

OPD yang bertanggungjawab dan OPD yang terkait sebagai 

rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam 
mclakukan refoanasi birokrasl, 

- 
Bua.ran lndikat:,n ~"'""et 

2020 2021 2022 2023 202~ Meningkatnya timlah Unit Kerja I Unit Kerja yong •ang dltelupk:an 
dttetapkan . Z@a 
sebagai Zona ntegritas menuju 

3 01'0 200PO semua ntegritas ~l'IK/WBBM 50!'0 lOOPD OPD lmenuju 
iwBK/WBBM 

4. Zona lntegritas menuju WBK/WBBM 
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b. Pola Pikir 

Kegiatan-kegialao yang akan dilakukan dalam rangka 
mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini 
meliputi: 

konsistensi perbaikao berkelanjutan. 

rencana; 
17) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 

18) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terbadap 

dan kebutuhan rekruitmen pegawa.i setiap tahun sesuai 

dengan rencana kebutuhan dan kompetensi; 

6) Melaksanakan sistem rekruitment terbuka untuk 

jabatan- jabatan tertentu:; 

7) Melakukan assessment kompet.ensi terhadap seluruh 

pegawa.i untuk mengetahu.i peta potensi terkini; 

8) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, 

meliputi keperniropi:nan, managerial, fungsional clan teknis; 

9) Melaksanakao pengembangan pegawai sesuai rencana 
pengembangan pegawai; 

10) Menyusun rencana, penempatan dan pola karier 

pegawai, tennasuk pola karier jabatan fungsional; 
11) Melaksanakan rencana peuempatan dan pola karier pegawai; 

12) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk 
aistern peoilaian prestasi kerja pegawai; 

13) Menerapkan sistem manajemcn kincrja pegawai, termasuk 
pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai; 

l <!) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawa.ian dan 
merencanakan penerapannya; 

15) Menerapkao berbagai kebijakan lrepegawaian yang menjadi 
kewajiban pcgawai; 

16) Melaku.kan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan 

menjaga untuk kegiatan pelaksanaan seluruh 



c. Pengawasan 
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 

mewujudkan tujuan clan target-target pada area perubahan ini 
meliputi: 

1) Meoyusun .kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban 
kerja; 

2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi 
kebutuhan auditor setiap t:ahu:n; 

3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP; 
4) Melaksanakan penerapan SPIP; 

5) Melaksaoakan pengembangan pegawai untuk memeouhi 

kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankrui opini WTP 
dari BPK; 

6) Memperbaiki SOP pengawasan; 

7) Menerapkan SOP Pengawasan; 

8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 
9} Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencaoa; 

lO)Melakukan berbaga.i pcrbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan; 

6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 

7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan bcrkclanjutan. 

rencana; 

1) Melaksanakan pengembangan pengawai melalui pelatihan dan 
bimbingan teknis; 

2) Menerapkan punishment sesuai ke-tentuan; 
3) Memberikan bantuan dan penghargaan/reward; 

4) Merumuskan besaran peningkatan kesejahteraan pegawai; 

5) Melaku.kan monitoring terhadap seluruh pelaksana.an 
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c. Optimalisasi dan pengcmbangan penerapan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) 

Kegiatan-Jregiatan yang alcan dilakukan dalam rangka 

pengembangan penerapan Sistem Pengendalian Intern 

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pejabat untuk menyerablcm LHKPN 

Kegiatan-kegiatao yang akan dilakukan dalam rangka 

pemenuhan kewajiban bagi PNS untuk menyerahkan LHKPN 

meliputi: 

1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN; 

2) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan. 
3) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

2. Prioritas yang harus terus dipelihara 

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK 

Kegiatan-kegiatan yang a.kan dilaku.kan dalam rangka 

mempertahankan opini WTP dari BPKmeliputi: 
1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan 
laporan keuangan; 

2) Mensosialisa.sikan tertib administ:rasi keuangan: 
3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan; 

4) Meningkatkan pengawasan bidang keuangan dan aset; 
5) Mela.k.sanakan rencana monitoring sesuai jadwal; 

6) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaanrencana; 
7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 
8) Melak:ukan berbaga.i perbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan. berkelanjutan. 



e. Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatao Belaoja 

Daerah (APBD) tepat waktu 
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 

penyusunan da:n penet.apan Anggaran Pendapatan Belanja 

d. Optimalisasi pelaya.nan pengadaan barang/jasa pada UPT ULP, 

serta optimalisasi pengawasan pengadaan barang/jasa. 
Kegiat.an-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 

optimalisasl pelayanan pengadaan barang/jasa pada UPT Un.it 

Layanan Pengadaan, serta optimalisasi pengawasan pengadaan 
bru:ang/ [asa meliputi : 

Mela.lrukan sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang/jasa; 
2) Melaksana.kan peningkatan kapasitas SDM pelaksana 

pengadaan barang/jasa; 

3) Mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 

4) Meningkatkan kualitas software dan hardware; 
5) Memonitor dan memantau pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa; 

6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 
7) Melakukan berbagai perbaikanyang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan 

Pemerlntah (SPIP) meliputi : 

1) Merencanakan pengembangan penerapan SPIP; 
2) Mel.aksanakan pengembangan SPIP; 

3) Mengevaluasi pengembangan SPIP; 
4) Memonitnr tindak lanjut SPIP; 

5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 
6) Melakukan berbagai perba.ik:an yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan 
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g. Publik.asi Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh, seluruh OPD 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaku.kan dalam rangka 

publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh seluruh OPD 
meliputi : 

1) Melakukan sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang/jasa; 

f. Penyusunan Iaporan keuangan tepat waktu dan sesuai Standar 

Akutansi Pemerintah (SAP) 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 
penyusunan laporan keuangan tepac waktu dan sesual standar 

akutansi pemeriotah (SAP) meliputi : 
1) Meningkatkan kapasitas SDM di bidang pengelolaan 

keuangan clan aset; 

2) Melakukan monitoring dan evaluasi laporan keuangan OPD 

secara berkala; 

3) Melakukan peningkatan dan pemeliharaan. aplikasi 
keuangan dan aset; 

4) Melakukan evaluasi tcrhadap seluruh pelaksanaan rencana; 
5) Melakukan berbagai perba.ikan yang diperlu.kan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

Oaerah (APBO) tepat waktu meliputi : 

1) Melakukan optimalisasi mekanisme penyusunan dan 
penetapan APED; 

2) Melaksanakan peningkatan kapasitas SOM OPD dalam 

penyusunan APBD; 

3) Memonitor dan memantau pelaksanaan APBD; 

4) Melakukan evaluasi terhadap seluruh peJaksanaan rencana; 

5) Melalcukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perba.ikan berkelanjutan 
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mempertahankan dan meningkatkan nilai kepuasan 
masyarakat, meliputi: 

1) Melakukan sosialisasi pelayaoan publik kepada OPD; 
2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

3) MengevaJuasi Standar Operasional Prosedur (SOP); 

4) Menyusun Standar Pelaya.nan (SP); 

5) Melakukan evaluasi hasil survei; 
6) Menyusun rencana tindak lanjut; 
7) Melaksanakan reocana tindak lanjut; 

8) Melaksanakan monitoring pelayanan publik kepada OPD; 

9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 

10) Melakuk.an berbagal perbaikan yang diperlu.kan terhadap 
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga koosistensi 
perbaikan. berkelanjutan. 

i. Seluruh OPD/unit kerja di linglmngan Pemerintah Kola Kendari 

menyediaka.n sarana pengaduan untuk penyampaian infonnasi 
terkait pelayanan publik, dimana masyarakat dapat langsung 
menyampaikan pengaduannya melalui telepon, SMS, kotak 
pengaduan maupun internet. 

menjaga konsistensi seluruh pelaksanaan kegiatan untuk 

perbaikan berkelanjutan. 

2) Melaksanakan peningkatan kapasitas SOM pelaksana 

pengadaan barang/jasa; 
3) Mengevaluasi pelaksaoaao pengadaan barang/jasa; 

4) Memonitor dan memantau pelaksaoaan pengadaan 
barang/jasa; 

5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 

6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

rangka 

h. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kota 

Kendari dalam kategori "Baik' 
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam 



j. Hasil penilaian Ombudsman Rl ter.hadap kepatuhan OPD 
terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, seluruh 

OPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kendari 
masuk di zona bijau atau mcmiliki kepatuha.n tinggi terhadap 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, 
Kegiatan-kegiata.n yang akan dilakukan dalam rangka 

mempertahankan pcnilaian Ombudsman RI terhadap 

kepatuhan OPD terhadap Undang·Undang Nomor 25 tahun 

2009, seluruh OPD/unit kerja di lingkung_an Pemerintah Kota 
Kcndari masuk di zona hijau atau memiliki kepatuhan tinggi 
terhadap Undaog-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, meliputi: 

Kegiatan-kegiata.n yang akan dilakukan dalam rangka pada 

seluruh OPD/u.nitkerja di lingkungan Pemerintah Kota Kendari 
menyediakan sarana pengaduan untu.Jc penyampaian informasi 

terkait pelayanan publik, dimana masyarakat dapat langsung 

menyampaikan pengaduannya melalui telepon, SMS, kotak 
pengaduan maupun internet, meliputi : 

1) Meningkatkan kapasitaa pejabat pengelola pengaduan; 

2) Mengadakan sarana pengaduan berbasis teknologi 
informasi (IT); 

3) Menyediakan loket pengaduan langsung (costumer services) 

4) Mcngevaluasi Sta:ndar Operasional Prosedur (SOP) clan 

mekanisme pengelolaan pengaduan; 

5) Melakukan monitoringpengelolaan pengaduan OPD; 
6) Memonitor tindak lanjut pengaduan; 

7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 

8) Mclaku.kan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 
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k. Pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan. tingkat 
SLTA. 
Kcgiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 

mempertahankan penyediaan pend.idikan gratis sampai tingkat 
SLTA meliputi: 

l) Menyusun kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis 

dan memast:ikan ketersediaan anggaran dimaksud; 
2) Mengembangkan sistem pengclolaan pendidikan gratis; 

3) Melanjutkan pelaksanaan sistem pendidikan gratis sampai 
tingkat SLTA; 

4) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan 

sistem pendidikan gratis; 

5) Melak:ukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem 
pendidikan gratis; 

6) Melaku.kan berbagai perbaikan yang diperlukan terbadap 

l) Melakukan soeialisasi peraturan pelayanan publik; 

2) Melakukan peningkatan serana dan prasarana pelayanao 
publik; 

3) Melakukan pelatihan clan bimbingan teknis penerapan 
standar pelayanan: 

4) Melakukan pelatihan dao bimbingan teknis public speaking 

bagi OPD yang memiliki front office (FO); 
5) Melakukan pengem bangan budaya kerja; 

o) Melakukan evaluasi pelayanan publik; 
7) Menyusun rencana tindak lanjut; 

8) Melaksanakan rencana tindak lanjut; 

9) Melaksanakan monitoring pelayanan publilc kepada OPD; 
10) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 

11) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 
seluru.b pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 
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1) Menyusun dan meneliti data siswa penerima bantuan 
perlengkapan sekolah; 

2) Meru:muskan kebutuhan bantuao perlengkapan sekolah; 
3) Melakukan pengadaan bantuan perlengkapan sekolah; 
4) Melakukan l)engawasan pemberian bantuan perlengkapan 

sekolah: 

m. Pem berian bantuan perlengkapan sekolab bagi siswa tidak 
mampumulai dari SD s/d SLTA 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 
pemberian bantuan perlengkapan sekolab bagi siswa tidak 

mampu mulai dari SD s/d SLTA, meliputi: 

2) Menyediakan bantuan penerima biaya iuran; 

3) Menambah pengadaan tenaga medis, paramedis dan 
penunjang; 

4) Menambah pengadaan sarana dan prasarana scsuai standar; 
5) Melakukan analisa pembiayaan pelayanan JK.N; 
6) Melakukan monitoring pelaksanaan JKN; 

7) Melakukan evaluasi pelaksanaao JKN; 

8) Melakukan bcrbagai pcrbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan 

L Penerapan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyara.kat 
Kota Kendari; 
Kegiatan-kegiat.an yang akan dilakulcan 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikao berkclaojutan. 

dalam rangka 

Bagi Masyarakat penerapan Jaminao Pemeliharaan Kesehat.an 
Kota Kendari, meliputi : 

Melaku.kan sosialisasi Jaminao Kesehatan Nasional [JKN); 



Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, maupun Keputusan 
Ke.pals OPD, meliputi : 

1) Melaku.kan evaluasi Standar Operaaional Prosedur (SOP); 

dilakukan dalam rangka 

maka seluruh OPD telah 

yang akan 

pelayanan kejelasan prosedur 

memili.ki Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan baik melalui 

o. Tersedianya Standar Operasional Prosedur [SOP) yang ditetapkan 

baik melalui Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, maupun 
Keputusan Kepala OPD 
Kegiatan-kegiatan 

3) Me)akukan sosialisasi tentang pe-limpahan kewenangan 

pelayanan perizinan; 

4) Melakukan evaluasi terhadap perizinan terpadu masing­ 
masing OPD; 

5) Melakukan berbagai perbaikan dalam rangka percepatan 
pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan. 

perizinan; I 

n, Tersedianya ti.m teknis lintas sektor untuk mempercepat 
pelayanan teru tama di bidang perizinan 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 

optimalisasi tim teknls lintas sektor untuk mempercepat 
pelayanan terutama di bidang perizinan, meliputi : 

1) Melakukan koordinasi antar OPD yang terlibat dalam tim 

teknis perizinan; 

2) Melakukan pengawasan penerapan standar pelayanan 

5) Melakulam monitoring distribusi bantuan perlengkapan 

sekolah; 
6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pela.ksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan, 
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q. Tersedianya Pos Pengaduan Pencemaran Lingkungan 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam penyediaan Pos 
Pengaduan Pencemaran Lingkungan, meliputi : 

l) Melakukan sosiaJisasi; 

2) Melakukan rekruitmen tenaga PPNS; 
3) Melakukan pelatihan tenaga pegawai pengawas lingkungan 

hid up; 
4) Menambah sarana clan prasatana pengaduan; 

5) Membuat aplikasi pengaduan berbasis informasi teknologi. (IT); 

6) Melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut pengaduan; 
7) Melaku.ka.n berbagai perbaik.ao yang diperlukan terhadap 

berkebutuhan khusus; 
3) Melak:u.kan berbagai perba.ikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbai.kan berkelanjutan. 

'pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus, rneliputi : 

l} Menyusun kebutuhan sarena dan prasana yang diperlukan 
dalam pemberian pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan 

khusus; 

unruk masyarakat 

toilet khusus pada 

p. Penyediaan sarana clan prasarana 
berkeburuhan khusus (loket khusus, 

OPD /unit kerja) 

Kegiatan-kegiatan yang akan d.ilakukan dalam pembcrian 

2) Melaku.kan pengawasan penerapan Standar Operaaional 
Prosedur (SOP); 

3) Menyusun revisi Standar Operasional Prosedur (SOP); 

4) Melakukan berbagai perbaikan dalarn rangka percepatan 
revisi SOP dan penerapan pelayanan sesuai SOP yang telah 
ditetapka.n. 

........ 1-"""y , .: 

masyarakat bagi pelayanan evaluasi 2) MeJakukan 



s. Telah ada indikator kinerja baik di OPD maupun di tingkat 
Kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 

pencapaian tujuan indikator kinerja baik di OPD maupun di 
tingkat Kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, 
meliputi: 

r. Dalam rangka pemenuhan kebumhan informasi publik, telah 

ditetapkan regulasi baik melalui Peraturan Daerah, Peraturan 
Walikota, dan Keputusan Walikota pengelolaan informasi daerah 

dan telah dibentuk Pejabat Pcnyclcnggara Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) 

Kegiatan-kegiatan yang a.kan d.ilakukan dalam rangka 

mempertahankan pemenuhan kebutuhan informasi publik, 
telah ditetapkan regulasi baik mel.alui Peraturan Daerah, 

Peraturan Walikota, clan Keputusan Walikota pengelolaan 

informasi daerah dan telah dibentuk Pejabat Penyelenggara 
lnformasidan Dok.umentasi (PPID). meliputi : 
I) Menyusun daftar informasi publilc; 

2) Melakukan penataan pengelolann informasi; 

3) Mengidentifikasi masalah dan mencari solusi; 
4) Melakukan pelatihan untuk PPID; 

5) Melakukao rencana tindak laojut pengaduan terkait 
informasi publlk; 

6) Melakukan evaluasi terhadap pengclolaan informasi dan 

dokumentasi: 
7] Melakukan berbagai perbaikan yang dipetlu.kan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konaistensi 
perbaikan beekelanjutan, 

seluruh pelaksanaen kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan bcrkclanjutan, 

.......... , _ 



3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan 

a. Peningkatan kompetensi guru 
Kcgiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 

t. Selurub OPD telah mcnyusun dokumen Analisa Jabatan dan 

Analisa Beban Kerja 
Kegiatan-kegiatan yang akan diJaku.kan dalam rangka 

pemeliharaan doku.men analisa jabatan clan analisa beban 
kerja, meliputi : 

1) Menyusun rencana evaluasi Anjab dan ABK seluruh OPD; 
2) Melakukan sosialisasi; 

3) Melakuka.n review; 
4) Mengidentifikasi masalah; 

5) Mela.kukan evaluasi Anjab dan ABK seluruh OPD; 
6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiata.n unruk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

l) Menyusun rencana pencapa.ian indikator kinerja; 
2) Melakukan perbaikan sistem manajemen kinerja; 

3) Memperbailci berbagai aspek dalam sistem manajemen 
kinerja untuk: mernastikan pencapaian indikator kinerja; 

4) Mengembangkan dan mengelola data kinerja beserta 
sistem pelaporannya; 

5) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring 

dan evaluasi indikator kinerja; 
6) Melakukan self assessment terhadap capaian indikator 

kinerja; 

7) Melakukan evaluasi; 

8) Melakukan berbagai perbaikan yang dipedukan terhadap 

seluruh pe)ak:saoaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 
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c. Peningkatan pelayanan perpustakaan, arsip dan dokumentasi 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 

penclidikan berkebutuhan khusus; 
2) Menyusun rencana pengadaan sarana clan prasarana 

pendidikan berkebutuhan khusus; 
3) Melaku.kan monitoring clan evaluasi pelaksanaan 

peningkatan pendidikan berkebutuhan khusus; 

4) Melakukao berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga kcnsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

b. Peniogkatao kualitas clan cakupan pendidikao berkebutuhan 
khusus 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 

peningkatan pcniogkata.n kualitas clan cakupan pendidikan 
berkebutuhan khusus meliputi : 

guru; 
4) Melakukan monitoring pela.ksanaan peningkatao kompetensi 

guru; 

5) Melaku.kan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi 
guru; 

6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

peningkatan kompetensi guru meliputi: 

l) Menyusun rcncana peningkatan kompetensi guru pada 
setiap tingkatan pendidikan; 

2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi; 
3) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi 

•---- 

guru rencana peningkatan kompetensi 1) Menyusun 



e. Peningkatan pengelolaan Sampah Kota 

Kegiatan-kegiatan yang aka.n clilakukan dalam rangka. 
peningkatan penerimaan pendapatan daerah. dan partisipasi 

masyarakat dalam penerimaan pendapatan daerah meliputi. : 
1) Merumuskan kebucuhan sarana dan prasarana pengelolaan 

sampah; 

2) Menyusun rencana anggaran pengadaan sarana dan 
prasarana pengelolaan sampah; 

d. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah dan Partisipasi 
Masyarakat Dalam Peneriroaao Pendapatan Daerah 

Kegiat.an-kegiatan yang akan dilakulcan dalam rangka 

peniogkatan penerimaan peodapatan daerah clan partisipasi 
masyarakat dalam penerimaan pendapatan daerah meliputi : 

1) Menghitung potensi/target pendapatan daerah; 
2) Menyusun rencana kegiatan; 

3) Melo.kukan koordinasi antar OPD tcrkait; 
4) Mclakukan pngawasan; 

5) Melaku.kan evaluasi pelayanan; 

6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

peningkatan pelayanan perpustakaan, arsip dan dokumentasi 
meliputi: 

1) Mengadakan perencanaan kebutuhan buku perpustakaan; 

2) Menyusun rencana anggaran pengadaan buku perpustakaan; 
3) Membuat aplikasi perpustakaan elektronik:; 
4) Melakukan evaluasi pelayanan perpuatakaan; 

5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaika.n berkelanjutan, 

• Atu.alnlo/.K-- 
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2) Quick Wms 

(a) Penerapan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan 

murab pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

rencana; 
(f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konststensi 
perbai.kan berkelanjutan. 

(e). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan 

rencana; 

f. Pelayanan Perizinan 

1) IMB 
Kegiatan-kegiatan yang akan clilakukan dalam rangka 
peningkatan kualitas pelayanan perizinan meliputi : 

(a). Melakukan telaahan pelayanan IMB, termasuk telaaban 

kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan 
pelayanan; 

(b).Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas 

pelayanan 1MB, menyangk:ut penyederbanaan proses, 
percepat.an pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku 

petugas pelayanan, penggunaan teknologi infonnasi, 

mekan:isme koordinasi antar instansi yang terkait, 
penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan 
perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang 
dianggap menghambat; 

(c). Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan 
IMB; 

(d).Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan 

:'!) Melakukan berbagai perbaikan yang cliperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

.... :i.luAN«o,- 
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(b} Penyusunan peraturan kepala daerah tentang kewajiban uji 
emisi kendaraan bermotor. 

Kegiatan-kegiatan yang akan d.ilakukan dalam rangka 
Penyusunan peraturan kepala daerah tentang kewajiban uji 
emisi keodaraan bermotor, meliputi : 

( 1) Mela.kukan rapat koordinasi dengan OPD terkait; 
{2} Menyusun draft regulasi; 

(3) Mengusulkao draft regulasi kewajiban uji emisi 
kendaraan bermotor; 

(41 Melakukan evaluasi pelaksanaan; 

15) Melakukan tindak lanjut evaJuasi/perbaikan. 
(c) EvaJuasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Kegiatan-kegiatan yang akan diJakukan daJa.m rangka 

dan Penanaman Modal. 

Kegiatan-kcgiatan yang ak.an d.ilakukan dalam rangka 

Penerapan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan 

murah pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Plntu clan Penanaman Modal, meliputi : 
(1). Menambah SDM PTSP dan Penanaman Modal; 

(2). Mengidentifikasi pelayanan yang dapat disingkat waktu 
peJayanannya (mencakup mekanisme koordinasi clan 
hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan 
yang dapat diintegrasikan, pengaturan kewenangan 

clan diskresi, penerapan teknotogi informasi, lokasi, 

sarana clan prasarana, kompetensi pegawai, perubahan 
peraturan perundang-undangan yang clianggap 
menghambat/menjadi kendala, dan lainnya); 

(3). Mengembangkan sistem pelayanan terpadu; 
(4). Pencrapan sistem; 

(5). Melakukan evaluasi SOP; (6). Merevisi SOP; 

(7). Melakukan tinda.k lanjut perbaikan; 



3) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah 
Birokrasi Bersih Melayani Kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka.penerapan Zona Integritas mentrju Wilayah Bebas dari 
Korupsi/Wtlayah Birokrasi Bersib Melayani meliputi : 
(a).Penyiapan OPD dan unit kerja yang belum dicanangkan 

dalam. sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona 
Integritas Menuju WBK/WBBM; 

(b). Pencanangan Zona lntegritas Menuju WBK/WBBM; 

(c). Pelaksana Zona lntegritas Menuju WBK/WBBM di Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

(d). Penyiapan OPD lain sebagai Zona Intcgritas Menuju 

WBK(WBBM pacla tahun berikutnya 
(e). Monitoring 

(l). Evaluasi 
(g). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan 

terhadap seluruh pclaksanaao kegiatan untuk menjaga 
konsistensi perbaikan berkelanjutan, 

evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP), meliputi : 

(1) Melakukan idcntifikasi SOP OPD yang akan dievaluasi; 
(2) Melakukan pertemuan dengan OPD; 

(3) Melakukan asist.ensi penyusunan revisi SOP OPD; 

(4) Melakukan penetapan revisi SOP OPD; 
(5) Melakukan monitoring SOP; 

(6) Melakukan ti.ndak lanjut monitoring. 

• AA-,;,.;,,,.,_.,,! _K_ 
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lfO. PROGRAM KBGIATAW 
l 2 3 
I. Penlnglcnlen Marurjcmcn Sumbcr Daya 1) Analisi&Ja.l>Eltan 

Manusia Apammr 2) A.oallsis i:JeOOl1 V~3 

3.) Penyusurum ulang/ penyempu ""'"" 
8tandAr kam.-tensi iabcuan. 

4) P<:nywrunan rencana keburuhan 
pegnwai $CSU al be ban kerja dan 
kompetensi yang diburuhkan OPD 
lteniu,suk tcna= ,.uditor dan =-·• 

S) P<:nycmpwnaan sistem. 1't:k..ru.itw.en 
·.-aawal 

6) Pclaksanaan rclauitmen dengan s.lstc:m 
ba;o 

7) Pcnc:rapan si&"1X! rckruil.men lc::rbubt 
1U1Wk labatan-·~""mn tcrtenm 

8) .Pelalcsaaaan assessment knmpetenel 
,-a,dan scluruh eeeewed 

91 .Pcnyusunan tTaining need (termasuk 
untuk tenaza m•= dan 11Uc1Jtorl 

10) Pelatsanaon penganbangan pcgawai 
sesuai kebutuhan (termuuk urrtuk 
, .............. t!.U:nl dan auditorl 

ll) Pcnyuaunan reocana penempacan dan 
-la k$rler-wai 

12) Peoyusunan sistem manajemen kirterja 
-~wai_ 

131 Pt~uerapan ,d,;tan manajcmcn kinerja 
-ai 

14) Sosialisasi berbagai kebijakOJl 
ke.pegawaian dan mercncanakan 

!SJ f'encrapen kebijakao ~waian yang 
baru betlaku 

16) Pcnyu.sunan Rcncana pengembanpn 
'-ribadian tOle model 

17) MonitorinP 
18) Evaluasi 
19) Tindal< lo.Djut perbolkon basil 

u:toni.loring dan r:V(Uua:ri 
20) Penyuaunao prioritas baru serta 

egjamn-kqiatan !,'Mg hBTUs dilakukao 
dalam ran&J<a mewujudkan tarcet-tari;ct 
priori ta,$ dlmahud 8¢8Uai dcngan 
perlcembangan kemajunn pelaksanaan 
rtfonnalli birokrasi claJam program 
"'1ringlall8ll Mmutjemen SDM A1)8t111UT 
Pemerintab Kota Keodarl. 

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifi.kasika.n ke 
dalam program-program sebagai ben1cut: 

llCMO IMP wons eu IIROICRAJI 174 



flCMDIUltW weeq...,..,c, In 

RO. PROGRAll KEGIATAN 
2 3 - l 

2. Pola l'ikfr It Penyusunan l'T.nea..na pengembe.ognn 
pcgawai melalui pelalilum dan bimbingan 
Lekni& 

2) Menllkajl pelal:ib.an/bimbinon 1cknis 
yang cliperlukan daln,n pengembangan 
kom.....--ensi --wai 

3) Pelak.sanaan -1alihanlbimbin=n teknis 
4) Plmcra""'> olmisbment 
5) Pcmberian reward 
6) .Mcru.muskan besaran peningkatan 

kese•ahteraan .l!!l&"!wai 
7) Monitorln2 
8) Evnlua.si 
9) Penyusunan _prioritas baru serta 

lu:giaten-kcgiatan yang barus d.llakukan 
dalam rangka mewujudkan ta.-get,raf8"' 
pdorlw. dlmak,;ud fSe8UQI dengo.n 
pc:rkcmb6o81lll kcmajuan pc:ho<ISWlaan 
retonnasi biToknuri dalam program 
perulx!ban pola pildr PNS di lingkungan 
Pemcrintah Kola Kendrui 
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1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tmgkat n Kendari 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3602). 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
penyeleoggaraan Negara yang bersih dan bcbas dari 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Kendari tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kora Kendari Tahun 2020-2024; 

b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Relormasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 
dan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan 
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, serta 
dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi 
birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, 
konsisten dan berkelanjutan perlu disusun Road Map 
Refonnasi Birokrasi untuk jangka wakru 5 (lima) tahun 
yang merupakan pedoman untuk melaksanakan 
Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kora Kendari; 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
l'fOMOR ~ 3, TAHON 2020 

TENT ANG 
ROAD MAP REFORJIASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA KENDARI 

TAHUN 2020 · 2024 

DENGAl'f RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KEHDARI, 

Menimbang a. bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintab 
Daerah merupakan langkah Strategis untuk mewujudkan 
Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada perinsip 
tatakelola Pemerinlahan yang baik; 

WALIKOTA KENDARI 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

.. • 

I 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nornor 47, Tambaha.n Lembaran Negara 
Repub1ik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenrang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5038); 

11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5449); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik 
tndonesla Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Korupsi, Kolusi _dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik lndooesia tahuo 1999 Nornor 75, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republic Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia No.mor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1877); 

16. Peraturan Pomerintah Nomor 11 Tahun 20.17 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6037); 
Peraturan Presiden Nornor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite 
Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Refonnasi 
Birokrasi Nasional Periode tahun 2015-2019; 

18. Peraturan Mentcri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tent.ang 
Pedornan Pembangunan Zona Intcgritas Menuju Wilayah 
Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani cli 
Lingkungan K/L dan Pemerinta.h Daerah; 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pernerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reforrnasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor J 35 Tahun 2018 
Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi Di 
Lingkungan Pemcrintah Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari 
Tahun 201(> Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 20 l 9 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10). 

23. Peraturan Oaerah Kota Kendari Nomor l Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 (Lernbaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1); 



Road Map Reformasi, Birokrasi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2020-2024 
adalah Rencana Kerja Rinci dan berkelanjutan yang menggarnbarkan 
pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 [lima] tahun 
mcndatang, 

Pa.sal 2 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Keridari. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam 

penyelenggaraan pemcrintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tehnis Daerah 
Kecamatan dan Kelurahan. 

5. Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah selanjutnya di singkat 
RPJMD adalah doumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
5 (lima) Tahun kedepan. 

6. Refor.masi Birokrasi adalah proses menata ulang birolcrasi dari tingkat 
tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah­ 
langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir diluar 
kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa; 

7. Grand design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah 
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 
2010-2025. 

8. Road Map adalah Rencana Kerja Rinci dan berkelanjutan yang 
menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 
(lima) tahun mendatang. 

9. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional Grand design 
reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (.funa) Tahun 
sekali dan merupakan rencana rind pelaksanaan .reformasi birokrasi dari 
satu tahap ketahap selanjutnya selarna lima tahun dengan sa.saran 
pertahun yang jelas. 

RABI 
KETENTUAN UlllUM 

Pasal 1 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP 
REFORMASI BIROKRAS1 PEMERINTAH KOTA KEWDARI 
TAHUN 2020·2024 

Me::netapkan : 

24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Kcndari Tahun 2017-2022 [Lembaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 7). 

MEMUTUSKAN : 



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kendari 
Nomor 30 Tahun 2015 tentang tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pcmcrintah Kota Kendari Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 8 

BABVI 
KETENTUAN PEN'UTUP 

Isi dan uraian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Kendari 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. 

Pasal 7 

Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
1. Bab I Pendahuluan; 
2. Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintahan Kota Kendari; 
3. Bab ill Agenda Reforrnasi Birokrasi Pemerintah Kota Kendari; 
4. Bab IV Monitoring dan Evaluasi; 
5. Bab V Penutup. 

Pasal6 

BAB ill 
SISTEMATIKA ROAD l'tlAP REFORMASI BIROKRASI 

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih 
dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, terwujudnya peningkatan kualitas 
pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan 
akuntabilitas kerja dan birokrasi melalui pembaharuan pola piker (mind set} 
dan budaya (culture set) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan 
pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan. 

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat 
(Publik Trast Building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi 
pemerintahan dengan membentuk aparatur Negara yang profesioual. 

Paaal 4 

BABII 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Road Map Reformasi Birokrasi akan mcnjadi alat bantu bagi Pemerintah Kota 
Kendari untuk mencapai tujuan penyelesai.an kegiatan-kegiatan dalam 
pelaksanaan reformasi. birokrasi. 

Pasal 3 

Paaal 5 



HJ. NAHWA UMAR 

SERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal, t) _ lj - 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA KENDARI 

Peraturan Walikola ini mulai berlaku pada tanggal diu.ndangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal I I 3 _ '-/ _ 2020 

WALIKOTA KENDARI 

Pasal9 



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 
' KOTA KENDARI 



Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu 
Wataala, Tuhan Yang Maha Esa, saya atas nama Pemerintah Kota 
Kendari menyambut gernbira telah tersusunnya Road Map Reformasi 
Birokrasi Pemermtah Kota Kcndari 2020-2024 ini. Sejak digufukannya 
R.eformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Kendari bertekad melakukan 
berbagai pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistern 
pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintabao daerah sebagai upaya 
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemeriotah Kota Kendari ini 
merupakan bentuk oprasionalisasi yang roenggambarkan rencana rinci 
reformasi birok:rasi dari satu tahap ke tahapan berikutnya selama Iima 

tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tabun pertama 
akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian 
seterusnya. Berdasarkan realita empiris, embrio reformasi birok:rasi 
sebelumnya relah dilaksanakan oleh Pemerintah Kata Kendari melalui 
program-program dan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam 
dokumen perencanaan daerah satu tahun [RKPD) maupun lima 
lahunan (RPJMD). Oengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kota Kendari ini, diharapk.an dapat mendukung akselerasi 
terwujudnya Pemerintah Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang 
berbasis Ekologi Teknologi dan Informasi, yang bebas dan bersih dari 
korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, 
sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik 

aparatur negara, 
Road Map Reformasi Birokrasi yang disajikao dalam buku ini 

merupakan kompilasi dari seluruh rencana aksi reformasi birokrasi di 
Kota Kendari, baik yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan hingga 
tahun 2024. Peta jalan ini mencakup delapan program area perubahan 

- . Aasalamu•aJailmm WarohmatuJlabi Wabarokatuh - 
KATA PENGANTAR 



ADAD IIUP = UIIIIAA IIIROICJIAl& I u 

WALIKOTA KENDARI, 

Waualamu'alaikum Warohmatulahi Wabarokatuh 

reformasi birokrasi, yaitu (1) Penalaan dan penguatan organi.sasi; (2) 

Penataari dan penguatan ketatalaksanaan; (3) Penataan peraturan 

perundangundangan; (4) Pencitaan Sumber Daya Aparatur; (5) 

Penguatan Penqauiasan; (6) Penguatan dan peningkatan akuntabilitas; 

(7) Peningkatan Pelayanan Publik; dan (8) Perubahan Pola Pikir dan 

Budaya Ke,ja. 
Dengan telah clitetapkannya delapan area perubahan beserta 

selu.ruh rencana aksi tersebut, reformasi birokrasi di lingkungan 
Pemerintah Kota Kendari menjadi sebuah pckcrjaan yang besar, 
menuntut komitmen yang tinggi dari seluruh pimpinan dan pegawai 
Pemerintah Rota Kendari untuk menjadikannya sebagai dasar atau 
acuan dalam meayusun dokurnen perancanaan dacrah, dan 

melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, 
Semoga Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Esa 

senantiasa menuntun, memberikan petunjuk kepada kita untuk 
membangun dan memajukan Pemerintah Kota Kendari yang kita cintai 

ini. Amin. 

·-J,,lolJ KolrtK.-,dari 
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Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah 
kepada perubahan tata kelola pemerintahan atau refonnasi birokrasi, 
maka sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota 
Kendari, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map 
refonnasi Birokrasi Pemerintah Kota Kendari merupakan rencana teknis 
dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kota Kendari 
dalam kurun waktu Tona tahun meodatang, dari tahun 2020 - 2024. 
Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota 
Kendari adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang 
ingin dilakukan untuk mencapai sasaran refonnasi birokrasi, yaitu: 
menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan 
kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akubtabilitas 

kinerja. 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota 

Kendari bersifat. partisipatif, dimana dilakukan dengan memperhati.kan 
harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan 
kemampuan pemerintah kota dalam memenuhi keinginan dimaksud. 
Karena itu, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Kenda.ri 
disusun dengan meogutamakan prioritas jangka pcndek, jangka 
menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu Lima tahun 
kedepan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Kendari bersifat 
dinamis dan living dokumen, memberikan karena kemungkinan 
dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang 

dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya. 
Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, 

tedebih dahulu telah diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di 
pemerintah Kota Kendari. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan 
pernerintah daerah yang bersih dan bebas K.KN, maka dapat diuraikan 
berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Kendari, sebagai 

berikut: 

RINGKASAN EKSEKUTIF 



1. BPK telah memberikanopini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 
5 (J.ima) kali berturut-turut kepada Pemerintah Kota Kendari; 

2. Dalarn rangka transparansi penyelenggara negara, pejabat mulai dari 
Eselon Il, Hl, lV, Pejabat Pembuat Komitmen, POKJA/Panitia 
Pengadaan Barang/Jasa, clan Bendahara, diwajibkan untuk 
menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan 

sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK; 
3. Pemerintah Kota Kendari juga sudah mulai menerapkan Sistem 

Pengendalian Intern Pernerintah (SPIP), yang akan terus 

dikembangkan; 
4. Telah terbentuknya UPT Unit Layanan Pengadaan (ULP) Secara. 

Elektronik ; 
5. Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) tepat waktu; 
6. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai standar 

Alrutansi Pemerintah (SAP). 

Dalam kaitan dcngan sasaran reformasi birokrasi mengenai 
peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai ha! yang sudah dicapai 
oleb Pemerintah Kota Kendari dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Kendari 

dalam kategori "Baik"; 
2. Seluruh OPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kendari 

menyediakan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi terkait 
pelayanan publik, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan 
pcngaduannya melalui telepon, SMS, kotak pengaduan maupun 

internet; 
3. Hasil penilaian Ombudsman Rl terhadap keparuhan OPD terhadap 

Undang-Undang Nomor 25 tabun 2009, seluruh OPD/unit ketja di 
lmgkungan Pemerintah Kota Kendari masuk di zona hijau atau 
memiliki kepatuhan tinggi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun, 

2009 tcntang Pelayanan Pubhk; 
4. Pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan tingkat SLTP; 
5. Pemerintah Kota Kendari juga sudah menerapkan sistem Jaminan 



ROAD MAP llERlAMASI BIROKRASI 

Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk yang memiliki KTP Kota 

Kendari; 
6. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu 

mulai dari SD s/d Si,TP; 
7. Tersedianya tim teknis lintas sektor untuk mempercepat pelayanan 

terutama di bidang perizinan; 
8. Oalam rangka kejelasan prosedur pelayanan maka seluruh OPD telah 

memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan baik 
melalui Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, maupun Keputusan 

Kepala OPD; 
9. Memberikan perhatian kepada masyarakat berkebutuhan khusus 

dalam pemberian pelayanan, dengan menyediakan lokct khusus, toilet 

khusus pada OPD/unit kerja; 
10. Dalam rangka memberikan informasi pelayanan publik kepada 

masyarakat maka beberapa OPD telah, menerapkan teknologi 

informasi unruk pelayanan publik. 
Sementara dalam ka.itan dengan peningkatan kapasitas da:n 

akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemcrintah 

Kota Kendari dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Dokurnen Pakta Integritas dan Penetapan Kinerja sudah 

ditandatangani secara berjenjang diseluruh OPD; 
2. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi publik, telah 

ditetapkan regulasi baik melalui Peraturan Daerah, PeraturanWalikota, 
dan Keputusan Walikota pengelolaan informasi daerah dan telah 
dibentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi (PPID); 

3. Penerapan teknologi informasi di Kota Kendari juga sudah dimulai 
dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah 
dikembangkan SIPP, SIKD untuk mendukung pengelolaan keuangan 

yang Iebih akuntabel; 
4. Telah ada indikator kinerja baik di OPD maupun di tingkat Kota yang 

tolah ditetapkan melalui Peraturan Walikota; 
5. Seluruh OPD telah menyusun dokumeo Analisa Jabatan dan Analisa 

Beban Kerja. 



•-•r•&Kolo""'1dorl 
Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terns dipclihara 

bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan 

terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kota Kendari. 
Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan 

masyaralcat. Tujuan dari identifi.kasi harapan-harapan pemangku 
kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada 
kebutuhan pemangku kepentingan. Dalarn kaitan dengan sasaran 
pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pernerintah daerah yang 
bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara 

lain: 

1. Mempertahankan opini WTP; 

2. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP} di setiap 

OPD; 
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan 

alruntabel melalui Iayanan ULP; 
4. Dalam rangka transparansi pengadaan barang/jasa maka OPD 

mempublikasikan RUP tepat wak:tu dan penyerapan anggaran lebih 

cepat; 
5. Pelaksanaan APBD yang tepat waktu pada seluruh OPD. 

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan 

kualitas pelayanan, antara Jain : 
1. Perbaikan pelayanan berdasarkan hasil evaluasi rencana tindak Janjut; 
2. Optimalisasi pengclolaan pengaduan dan melaku.kan survey 

pengaduan masyarakat untuk melihat keinginan masyarakat; 
3. Mempercepat pelayanan terutama pada pelayanan perizinan dan 

sesuai SOP; 
4. Terkait dengan pelayanan pendidikan, yaitu peningkatan kualitas dan 

kuantitas guru; 
5. Sosialisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP; 
6. Sosialisasi dan peningkatan pengawasan baik dari atasan langsung 

maupun dari unsur pembina atau lembaga negara dalam baJ 
penyelenggaraan pelayanan publik; 

7. Pembuatan dan penerapan sistem Teknologi lnformasi sebagai 



langkah percepatan pelayanan publik; 
8. Penambahan aparatur teknis layanan dan lapangan; 
9. Pemenuhan SOM Kesehatan dan Penunjang Kesebatan; 
10. Penegakan reward clan punishment secara tegas untuk mendukung 

upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit 

pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap 
masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada 
pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberi.kan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat. 
Harapan pemangk.u kepentingan terkait dengan peningkatan 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut: 
1. Pakta lntegritas dan penetapan kinerja dipahami dan ditaati oleh PNS 

untuk rneningkatkan integritas dan profesionalisme PNS; 
2. Publikasi dan komitmen/kepatuhan akan Pakta Integritas dan 

Penetapan Kinerja di seluruh OPD; 
3. Mengoptimalkan fungsi PPID sebagai salah sacu bentuk: penyediaan 

informasi dari OPD kepada masyarakat/pengguna; 
4. Mempertajam indikator kinerja OPD dan Indikator Kinerja Utama 

(!KU) Pemerintah Kota Kendari, perlu penetapan data dasar (rumus 
indikator] yang bisa dihasilkan OPD dalam rangka menjawab 
inclikator kinerjanya sehingga menghasilkan laporan akuntabilitas 

yang baik; 
5. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kendari bernilai "B"; 
6. Penegakan disiplin PNS, memperbanyak pelatihan dan bimbingan 

teknis kepada PNS; 
7. Evaluasi penempatan PNS berdasarkan analisa jabatan, dan 

peningkatan kompetensi aparatur; 
8. Dalam pelaksanaan kegiatan, PNS paham terhadap tupoksijabatannya 

dan melaksanakan tupoksi yang diembannya; 
9. Mengoptimalkan penggunan analisa jabatan dalam penempatan PNS, 

dan menambah jumlah PNS sesuai analisa be ban kerja.. 
Meskipun sudah banyak ha! yang dicapai, namun demikian masih 

banyak haJ yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan 

• O'a::zJ111J, K-Kffldarl 



upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, bcrbagai 
permasalahan yang masih dihadapi antara lain : 
1. Masih adanya paragraf penjelas atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK; 
2. Rekomendasi basil evaluasi SPIP belum ditindaklanjuti secara 

maksimal; 
3. Hardware dan sistem kearnanan server serta SOM Administrasi belurn 

optimal; 
4. Masih ado. OPD yang belum cepat merespon pengaduan masyarakat; 
5. Masih terdapat OPD yang rnempublikasikan RUP tidak tepat waktu; 
6. Belum dipatuhinya Jadwal tahapan pembahasan anggaran sesuai 

dengan ketentuan. 

Dalam kaitan dengan peningkata.n kualitas pelayanan, berbagai 

masalah yang masih dihadapi antara lain : 
J. Partisipasi masyarakat dalam mengisi kuesioner survei kepuasan 

masyarakat belum optimal; 
2. Hasil evaluasi tcrhadap survei kepuasan masyarak:at belum optimal; 
3. Optimalisasi sarana pengelolaan pengaduan pada seluruh unit kerja; 
4. Masih rendahnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 

Indikator Kinerja Utama, serta kurangnya pemaharnao OPD terhadap 

indikator yang wajib dilaksanakan; 
5. Kuantitas dao kualitas guru belum sesuai dengan kebutuhan; 
6. Masih adanya punguta.n biaya diluar iuran pendidikao seperti : biaya 

seragam, pembangunan yang dilakukan oleh komite sekolah; 
7. Bclum optimalnya pemanfaatan SOP sebagai pedoman dalam 

pemberian pelayanan kepada masyarakat; 
8. Kurangnya. penerapan tekoologi informasi; 
9. Masih banyak _petugas pelayanan yang rnemiliki tugas ranglcap 

sehingga memperlambat pelayanan; 
10.Kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat untuk memiliki 

jaminan kesehatan; 
11. Kurangnya SOM kesehatan dan penunjang kesebatan; 
12.Belum optimalnya penanganan pengaduan pada OPD/unit kerja. 



a. Prioritas Pernbenahan Manajemen Pemerintahan Daerah 
Prioritas ini merupakan fokus pcrubahan yang menjadi prioritas 
daerah terkait dengan area perubahan reforrnasi birokrasi. Area 
perubahan yang meojadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi 

birokrasi meliputi : 

1) Sumber Daya Manusia 
Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain : 
a) Umumnya pegawai belum memililci kompetensi yang 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga 
belum mampu menghasilkan kinerja yang tinggi; 

b} Belum menerapkan sistern pola karier pegawai yang 
memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan 

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab 
sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemcrintah Kota Kendari difokuskan 

pada empat fokus perubahan sebagai berikut: 

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja, pennasalahan yang masih dihadapi antara lain : 

1. Pakta integritas yang ditandatangani rnasih bersifat formalitas, belum 
bisa membentuk mind set PNS bahwa pakta Integritas dan penctapan 
kinerja merupa.kanjanji yang harus ditaati; 

2. Publikasi dokumcn Pakta Integritas dan Penetapan Kinerja; 
3. PPID barn sebatas ditetapkan regulasinya saja, belum ada 

implementasinya; 
4. IKU OPD dan nru Pemerintah Kata Kendari masih kurang 

menggambarkan hasil kinerja dari OPD; 
5. Masih kurang disiplinnya PNS, dan kurang kompetensi dalam jabatan 

yang diemban; 
6. Masih kurangnya jumlah PNS di OPD dan penempatan pegawai belum 

scsuai dengan syarat jabatan; 
7. Sarana dan prasarana pada OPD rnasih belum sesuai dengan 

standarisasi sarana dan prasarana, 



b. Prioritas yang harus terns dipelihara. 

Selain mengarabkan perubahan untuk menghilangkan berbagai 
permasalahan birokrasi, reformasi birok:rasi juga ditujukan untuk 
mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudab baik, 

Fokus pemeliharaau terhadap hal-hal yang sudah baik. meliputi antara 

3) Pengawasan 
Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain : 

a) Kuantitas dan kualitas pengawas masih kurang; 
b) Penerapan SPIP belum optimal; 
c) Mekanisme koordinasi yang Jemah antara OPD dan unit kerja di 

masing-masing OPD, menyebabkan timbuloya berbagai tumpang 
tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada Inefisiensi; 

d) Mekanisme reward dan punishment belum diterapkan secara 

optimal; 
e) Belum seluruh PNS yang diwajibkan melaporkan LHKPN; 
f) Pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan, aparatur 

kepada masyarakat masib kurang. 

2) Pola Pikir 
Berbagai perrnasalahan daJam area ini anta.ra lain : 
a) Dalam melaksanakan tugas clan fungsi PNS masih kurang 

inovatif; 
b) Bekerja masih menunggu perintah atasan; 
c) Masib terdapat PNS yang bekerja mengharapkan pamrih; 
d) Kurang tegas dalam penegakan aturan. 

kesejahteraan pegawai masih rendah. 

Iainnya, daerah pemerintah dengan 

ditempuh oleh seorang pegawai; 

c) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum 

dilakukan scsuai dengan standar kompetensi dan persyaratan 

jabatan; 

d) Dibandingkan 



lain: 

a. Mempert.ahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telab 
diberikan oleh BPK; 

b. Pemenuhan kewajiban pejabat mulai dari Eselon U, III, IV, Pejabal 
Pembuat Komitmen, POKJA/Panitia Pengadaan Barang/ Jasa, dan 
Bendahara, dalam penyerahan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara, dan sudah menyerahkan laporan dimaksud 

kepadaKPK; 
c. Optimalisasi dan pengernbangan penerapan Sistcm Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPLP); 
d. Optimalisasi pelayanan pengadaan barang/ jasa pada UPT ULP; 
e. Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) tepat waktu; 

f. Penyusunan Japoran keuangan tepat waktu dan sesuai Standar 
Akutansi Pemerintah (SAP); 

g. Publikasi Rencana Umum Pengadaan. (RUP) oleh seluruh OPD; 
h. Nilai Survei Kcpuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kota Kendari 

dalam kategori "Balk"; 
1. SeJuruh OPD/unit kerja di Iingkungan Pemerintah Kota. Kendari 

menyediakan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi 
terkait pelayanan publik, dimana masyarakat dapat langsung 
menyampaikan pengaduannya melalui telepon, SMS, kotak 
pengaduan maupun internet; 

J. Hasil penilaian Ombudsman Rl terhadap kepatuhan OPD terhadap 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, seluruh OPD/unit kerja di 
lingkungan Pemerintah Kota Kendari masuk di zona hijau atau 
memiliki kepatuhan tinggi terhadap Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

k. Pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan tingkat SLTP; 
1. Penerapan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota 

Kendari; 
m. Pemberian bantuan perlengkapan sekolab bagi siswa tidak mampu 

rnulai dari SD s/d SLTP; 



c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. 
Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu: 
Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan 
memcrlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan 
peningkatan kualitasnya. 
Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas 

•• ,,. .. _ _.Rll,,.•rh', K41o Ktt_, 

n. Tersedianya tim teknis lintas sektor untuk mempercepat pelayanan 

terutama di bidang perizinan; 
o. Dalam rangka kejelasan prosedur pelayanan maka seluru.h OPD 

telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan 
baik melalui Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, maupun 

Keputusan Kepala OPD; 
p. Memberikan perhatian kepada masyarakat berkebutuhan k.husus 

daJam pemberian pelayanan, dengan menyediakan loket khusus, 

toilet khusus pada OPD/unit kerja; 
q. Dalam rangka memberikan informasi pelayanan publik kepada 

masyarakat maka beberapa OPD telah menerapkan teknologi 

informasi untuk pelayanan publik; 
r. Dokumen Pakta Integritas dan Penetapan Kinerja sudah 

ditandatangani secara berjenjang diseluruh OPD; 
s. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi. publik, telah 

ditetapkan regulasi baik melalui Peraturan Daerah, Peraturan 
Walikota, dan Keputusan Walikota pengelolaan infcrmasi daerah 

dan telah dibentu.k Pejabat Penyelenggara; 
t. Penerapan teknologi informasi di Kota Kendari juga sudab dimulai 

dengan pengembangan e-govemment. Secara spesifik juga telah 
dikembangkan e-audit untuk mendukung pengelolaan keuangan 

yang lebih akuntabel; 
u. Telah ada indikator kinerja baik di OPD maupun di tingkat Kota 

yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota; 
v. Seluruh OPD telah menyusun Dokumen Analisa Jabatan dan 

Analisa Beban Kerja. 
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b. Pelayanan Perizinan 
Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak 
keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun 
biaya yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. 
Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki 
baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses clan 
biaya, serta koordinasi antar OPD yang terkait dalarn pemberian 

pelayanan, yaitu : 
1) Waktu penyelesaian pengurusan izin !MB 
2) Biaya pcmbuatan gambar pada pembuatan IMB 
Kedua, Quick Wms. Jenis pelayanan yang akan dijadikan Quick 
Wins adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki 
kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya 
reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintab Kota 

Kendari. 
Secara keseluruhan, Beberapa jenis pelayanan yang dipilih 
menjadi Quick wins, dengan pertimbangan : 
a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk 

memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat 

pelayanannya di Pemerintah Kota Kendari adalah sebagai berikut : 

a. Pendidikan 
Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk 
ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah : 
Peningkatan kompetensi guru. Salab satu peran pemerintah 
daerah dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah 
menyediakan guru yang telab rnemiliki sertifikasi. Dalam kaitan 
itu, penyediaan pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru 
sehingga mampu memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama 
pada sektor pendidikan di K.ota Kendari. Peningkatan jumlah 
guru yang memiliki sertifikasi diharapkan akan memberikan 
dampak pada peningk.at.an kualitas sumber daya manusia di Kota 

Kendari. 



e. Prioritas OPD, yaitu fokus perubahan yang menjacli prioritas masing­ 
masing OPD. Fokus perubahan Ini hams menjadi perhatian OPD dan 
membuat rencana aksi tersendiri dan menjacli bagian dari reformasi 

c. Zona lntegrit.as Menuju Wilayah Be bas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi 

Bersih clan Melayani. 
Secara nasional Pemerintah Kota Kendari sebagai salah satu kota 

yang ditetapkan sebagai daerah zona integritas bebas dari korupsi, 
dan clitindaklanjuti dengan deklarasi dan penetapan seluruh OPD 
dan 16 sekolah sebagai pilot project zona integritas bebas dari korupsi, 

Inspektorat Kota Kendari merniliki peran dalam mengawal 
pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dari sisi pengawasan. Karena 
iru lnspektorat Kota Kendari harus benar-benar memiliki kesiapan 

1ebih baik dari unit kerja lainnya. 

• .C.;u,lt r,l(olaK- 

diterapkan, clan masyarakat akan dapat merasakan perubahan 
yang signifikan; 

b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis 
pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra 
pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan 
masyarakat Lerhadap pemerintah Kota Kendari; 

c. Pemerintah Kota Kendari saat ini memiliki kapasitas yang cukup 
memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang 
cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis 

pelayanan yang clipilih menjadi quick wins. 

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjacli quick wins adalah 

sebagai berikut: 
a. Pene:rapan pelayanan perizinan yang cepat, mudah clan murah 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PMPTSP) Kota Kendari; 

b. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang kewajiban uji 

emisi kendaraan bermotor; 
c. Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP} OPD. 



c. Bidang Kesehatan : 
Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas 
untuk ditingk:atkan kualitas pelayanannya adalah: 
l) Standarisasi pelayanan kesehatan 

Tujuan pembangunan kesehatan kota Kendari adalab untuk 
meningkatkan kesadaran, kemauari dan kemampuan untuk 
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 
masyarakat yang optimal. Dalam perspektif ini, pembangunan 
kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan 
kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai 
derajat kesehatan yang lebih baik, Melalui berbagai kebijakan 
program dan kegiatan, Pemerintah Kota Kendari berupaya 
menlngkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang sernakin 
terjangkau oleh selurub lapisan masyarakat. 

birokrasi pemerintah Kota Kendari. Prioritas yang telah berhasil 

diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan 

meliputi: 
a. Penyediaan guru dan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus 

Pelayanan penclidikan juga harus mampu menyediakan pelayanan 
bagi .murid-murid yang berkebutuhan khusus. Dalam kaitan ini, 
prioritas pelayanan juga. difokuskan pada penyediaan guru dan 
sarana bagi. siswa yang berkebutuhan khusus. 

b. Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas 
penclidikan 
Prioritas Jain dalam sektor pendidikan adalah peny.ediaan Taman 
Bacaan Masyarakat (TBM), yang dapat mendorong kreativitas dan 

inovasi di kalangan pelajar maupun masyarakat. 
OPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari akan menjadi 
OPD yang berada digaris depan untuk melakukan perubahan­ 
perubahan melalui Iangkah-langkah konkrit sebagaimana 

direncanakan dalam doku.men ini, 



Peningkatan pengawasan terhadap 'usaha air rnirrum isi 
ulang dan pengawasan terhadap makaoan dan minuman 
yang mengandung zat berbahaya da.n/atau kadaluarsa. 
Menjarnurnya depot air munim iei ulang membuat Dinas 
Kesehatan berkewajiban melakukan pengawasan dan 
pembinaan, terutama dalam hal melakukan uji secara rutin 
terhadap air minum maupun air bakunya, pemerintah berhak 
melakukan pengawasan untuk mendapatkan air minum yang 
bersih dan berkualitas. Dan peningkatan pembinaan kepada 
pelaku usaba dibidang air minum untuk menekankan dan 
rnemperhatikan faktor-Iaktor hygiene sanitasi supaya air yang 
dikonsumsi oleh masyarakat tidak tercemar bakteri yang 

rnerugikan kesehatan. 
Berkaitan dengan pengawasan terhadap makanan dan minuman 
yang mengandung zat berbahaya dan/ atau kadaluarsa maka 
sesuai Pasal 21 ayat l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 
diatur tentang makanan dan minuman. 
Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi masyarakat agar 
terhindar dari makanan dan minuman yang dapat 
membahayakan kesehatannya. Sehubungan dengan .itu, perlu 
peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh. Dinas Kesehatan 
dan OPD terkait untuk. mengawasi, agar makanan dan 

Pemerintah Kota Kendari telah mengoperasionalkan rumah 

sakit dengan konsep pelayanan tidak menggunakan sistem 
kelas tetapi menggolongkan berdasarkan jenis penyakit sehingga 
tidak akan ada pelayanan yang dibedakan. Artinya tarif 
pelayanan untuk rawat inap, jasa sarana dan untu.k 
tindakan operasi, dan pemeriksaan tidak ada perbedaaan. 
Langk.ab untuk meningkatkan kualitas pelayanan diantaranya 
adalah menerapk.an manajemen mutu melalui akreditasi 
puskesmas, Untuk rnroab sakit pemenuhan terhadap standar 
pelayanan minimal menjadi tolok ukur pemberian pelayanan. 
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minuman aman dan layak untuk konsumsi oleh masyarakat. 
d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik 

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas 
untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah : 
1) lnstalasi Air Bersih 

Di dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, belum semua 
masyarakat Kota Kendari memanfaatkan pelayanan air bersih 
dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM TIRTA ANOAI. Hal 
ini terjadi k.arena instalasi PDAM TIRTA ANOA belum 
menjangkau seluruh wilayah Kota Kendari dan atau masyarakat 
tidak mau, tidak mampu memasang instalasi PDAM dikarenakan 

faktor ekonomi, 
Penyediaan air bersih bagi masyarakat 'baik melalui PDAM 
atau sarana air bersih untuk seluruh wilayah Kota Kendari 
menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pcmerintah 
daerah, serta peningkatan kualitas air PDAM sehiogga Jayak 
untuk diminum. 

2) Jalan 
Dalam kunm waktu lima tahun terakhir Pemerintah Kota 
Kendari sangat gencar melakulcan pelebaran jalan-jalan kota, 
disamping juga dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan. 
Hal ini dalam rangka menunjang keamanan clan kenyamanan 
lalu Iintas serta meminimalisir terja.dinya kemacetan dan 

kecelakaan di jalan raya. 
Untuk menciptakan aksesibilitas antar wilayah serta mengurangi 
beban kepadatan pada jalan- jalan utama kota, program yang 
telah dilakukan adalah merealisasikan jalan inner rinqroad dan 
memperlebar jalan-jalan penghubung alternative. Program ini 
dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan jalan­ 
jalan Iingkungan [gang) sebagai penghubung jalan-jalan 
kolektor baik primer maupun sekunder untuk menopang fungsi 
sub-sub pusat pelayanan di beberapa bagian kota. Kedepan 



5) Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

4) Penyediaan dan Perbaikan Drainase/Parit 
Beberapa masalah terkait drainase yaitu : 
a) Belum terintegrasinya sistern drainase yang ada sehingga 

menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum. 

optimal; 
b) Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya 

tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya 

normalisasi; 
c) Masih rendahnya kepedulian masyarakal terhadap 

pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi 
penyeropit.an bahkan penutupan saluran; 

d) Terjadi penyempitan saluran pada tnuara-rnuara saluran 
primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan di 
kawasan bantaran sungai/ saluran; 

e) Kondisi turap yang ada pada saluran-saluran drainase yang 
ada belum seluruhnya baik sehingga berpotensi terjadinya 

sedimentasi. 
Pembangunan drainase dan pemeliharaan/perbaikan 
drainase serta parit rnenjadi prioritas sumber daya air 

Pemerintah Kota Kendari. 

3) .Jernbatan 

Kondisi demografis Kota Kendari yang banyak terdapat sungai 
besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk 
mernbangun jembatan baru atau mernperbaiki jembatan­ 
jembata.n, bat ini sangat penti:ng untuk rnendorong kelancaran 
transportasi antar lokasi, yang juga akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Dan mengurangi jumlah jembatan pada 
sungai kecil untuk memperindah sungai. 

·--K-lkndtui 
pembangunan dan pemeliharaan jalan dan gang masih menjadi 

prioritas pembangunan di Kota Kendari. 



8) Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial dan Penyediaan Paoti Lansia 

1'ingkat kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu 

7) Peningkatan Penerirnaan Pendapatan Daerah dan Partisipasi 
Masyarakat Dalam Penerimaan Pendapatan Daerah 
Untuk mendukung pela.ksanaan pembangunan, dilakukan 
intensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya 
menyangkut. pajak meningkatkan PAD Kota Kendari terhirung 
mulai tabun 2015 dimana PAD mencapai 269,1 Milyar tumbuh 
menjadi 460,2 Milyar di tahun 2019 (Sumber : Data BPKAD 
tahun 2019}. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam 
pengelolaan sumber terus dilakukan dengan menggali potensi 
Akan tetapi disisi lain perlu dilakukan perbaikan menyangkut 
pengelolaan aset dirasa masih jauh dari optimal 

6) Peuingkat.a.n Potensi Parkir dan Penertiban Parkir 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 lahun 
2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah. Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah Kota Kendari, jenis Pajak Daerah 
yang dipungut terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak, salah satunya 

adalah pajak parkir. 
Dalarn rangka menunjang pertumbuhan pendapatan daerah 
melalui paja.k parkir perlu dilakukan peningkatan potensi 
park.ir dan penertiban parkir di Kota Kendari. 

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah 

Kota Kendari adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi 
tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan 
lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain 
memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong 
komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan 
masyarakat. 



9) Peningkatan, Pengelolaan Sampah Kota Kendari dan 
Penambahan Tem_pat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 
Sarana TPAS Puuwatu yang dimiliki Pemerintah Kota Kendari, 
Ruang saat ini seluas 17,46 Hektar dengan model p-engolah 
bcrupa open dumping dan berkembang menjadi control landfill. 

Kedepan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa model 
pcngelolaan sampah di TPAS Puuwatu diharuskan 
menggunakan metode sanitary landfill. Hal ini tentu saja 
membutuhkan dukungan sarana dan pendanaan yang lebib 
banyak Lagi mengingat metode pengolahan sampah ini 
memerlukan penanganan khusus secara intensif, dan 
diharapkan kedepan akan membawa peoanganan sampah kota 

indikator yang dapat digunakan untuk meogamati keberhasilan 

pembangunan di suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar 

memberikan kecenderungan timbulnya masalah sosial, seperti 

anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang cacat hingga 

tuna susila. Terdapat juga permasalahan sosial yang berasal dari 

keluarga seperti keluarga yang berumah talc layak huni dan 
keluarga miskin. Masyarakat dengan masalah-masalah sosial 
seperti ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah 
untuk menjadi saJab satu sasaran program pembangunan. 
Selain itu, keberhasilan pembangunan terutama dalam bidang 
kescjahteraan sosial dan kesehatan berda.mpak terhadap 
meningkatnya usta harapan hidup. Sehingga usia harapan hidup 
atau penduduk dengan usia Janjut cenderung lebih rneningkat, 
untuk itu pcrlu prioritas penanganan kesejahteraan masyarakat 
terutama untuk usia lanjut yang miskin, terlantar ataupun 
membutuhkan, unt:uk menjamin hak-bak masyarakat terhadap 
kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah perlu 
diupayakan suatu wadah atau sarana untuk menarnpung orang 

lanjut usia atau panti lansia. 



Kendari rnenjadi lebih baik. 

Dalam pengelolaan persampahan diperlukan sarana dan 

prasarana tempat penampungan sampah sementara (TPS) serta 
perlunya penambahan peningkatan armada jenis Armroll, 
kontainer, pickup dan motor gerobak. 
Prioritas OPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi 
bagian dari upaya perbaikan yang d.ilak:ukan oleh OPD yang 
bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, 
setiap OPD harus merniliki rencana aksi yang jelas dan 
terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini. 
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Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, Reformasi 

Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 
pombaharuandan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan. Reformasi Birokraei merupakan langkah strategis untuk 
membangun aparatur pemerintah agar lebih. berdaya guna dan berhasil 

guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan 
daerah. Pesatnya kemajuan ilmu penget.ahuan, teknologi informasi dan 

komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi 

pemerintah untuk direformasi atau disesuaikan dengan dinamika yang 
ada sesuai tuntutan masyarakat. Oleb karena itu, harus segera diambil 
Iangkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, 

sehingga t:ujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai 
dengan efektif clan efisien. Tujuan yang ingin. dieapai dalam k.erangka 

reformasi birokrasi aclaJah agar Pemerintah Kota Kendari memiliki 

kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada 
masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua 

unit kerja <Ian bidang kerja pemerintahan daerah, serta meningkatkan 

kinerja. 
Untuk menuju ke arah perubahan tersebut m.aka sebagai 

langkah. awaJ pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Kendari, perlu 

d.isusun Road Map Refonnasi Biro.krasi. Road Map Reformasi Birok:rasi 
Pemerintah. Kota Kendari me.rupakao rencana teknis dan detail mengenai 

perubabao blrokrasi Pemerintah Kota Kcn.dari dalam kurun waktu Iima, 

tahun mendatang, darl tahun 2020- 2024. 
Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintab 

Kota Kendari adalab untuk memberikan arahan mengenai perubahan 
yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu 

menciptakan birokrasi yang bersib dan bebas KKN, meningkatkan 

BABI 
PENDAHULUAN 
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kualitas pelayaoan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja. 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota 

Kendari dllakukan dengan memperhatikan harapan para pemangku 

kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kota 
Kendari dalam memenubi keinginan dimaksud, Karena itu, Road Map 
Reformasi Birokraai Pemerintah Kota Kendari disusun deogan 

mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dao capaian 

yang dilakukan dalam jangka waktu Lima tahun ke depan. 
Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Kendari 

merupakan lhri.ng document yang bersifat dinamis, karena memberikan 

kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan 
yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya. 

Secara umum Road Map Refo:rmasi Birokrasi Pemerintah Kota 

Kendari berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintab Kota 

Kendari saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun 
mendatang, permasalahan yang dihadapi sorta agenda pelaksanaan 

reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang 
clihadapi serta dalam rangka mewujudkan sesaran reformasi birokrasi. 



A. Gambaran Umam. Birokrui Pemerintah Kota Kenchui 
Pemerintah Kola Kendari saogat berkomitmen terhadap 

pencapaian sasaran reforrnasi birokrasi, dan telah melakukan 
langkah-Jangkah pcrubahan untuk mewujudkan pemerintahan 
daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang 
berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas 
kinerja. 

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus 
dilakukan, perlu terlebih dahulu dilakukan penyusunan rencana 
yang sistematis yang disinergikan dcngan kebutuhan masyarakat, 
dengan mengidentifikasi kondisi umurn birokrasi saat ini di 
Pemerintah Kota Kendari, Jika dilihat dari sisi sasaran untuk 
mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bcbas KKN, 
maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh 
pemerintah Kota Kendari, sebagai berikut : 
1. BPK telah mernberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

sebanyak 5(lima) kali berturut-turut kepada Pemerintah Kota 
Kendari; 

2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, pejabat mulai 
dari Eselon Il, III, N, Pejabat Pembuat Komitmen, POKJA/Panitia 
Pengadaan Barang/ Jasa, dan Bendahara, diwajibkan untuk 
menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, 
dan sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK; 

3. Pemerintah Kota Kcndari juga sudah mulai menerapkan 
Sistem PengendaHan Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus 

dikembangkan; 
4. Telah terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Secara 

Elektronik; 
5. Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja 

• r rrofMohKotalfMdtul 

BAB II 
GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH 

KOTA KENDARI 
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Daerah (APBD) tepat waktu; 

6. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai standar 

Akutansi Pemerintah (SAP); 

7. Publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh seluruh OPD. 

Untuk sasaran refonnasi birokrasi yang kedua yaitu 
peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah 
dicapai oleh Pernerintah Kota Kendari dapat diuraikan sebagai 

berikut: 
1. Nilai lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kata 

Kendari dalam kategori "Baik"; 
2. Scluruh OPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota 

Kendari menyediakan sarana pengaduan untuk penyampaian 
informasi terkait pelayanan publik, dimana masyarakat dapat 
langsung menyampaikan pengaduannya melalui telepon, SMS, 
kotak pengaduan maupun internet; 

3. Hasil penilaian Ombudsman RI terhadap kepatuhan OPD 
terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, seluruh 
OPD J unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kendari masuk 
di zona hijau atau memiliki kepatuhan tinggi terhadap Undang­ 
Undang Nomo:r 25 Tahun 2009 tcntang Pelayanan Publik; 

4. Pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan tingkat 

SLTP; 
5. Pemerintah Kota Kendari juga sudah menerapkan sistem 

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk yang 

memiliki K'l'P Kota Kendari; 
6. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak 

mampu mulai dari SD s/d SLTP; 
7. Tersedianya tim teknis lintas sektor untuk mempercepat 

pelayanan terutama di bidang perizinan; 
8. Dalam rangka k.ejelasan prosedur pelayanan maka seluruh 

OPD telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 
ditetapkan baik rnelalui Peraturan Walikota, Keputusan 
Walikota, maupun Keputusan Kepala. OPD; 
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B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan 
Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya 

pelaksanaan reformasi birokrasi yang le-bih sistematik clan sinergi, 

9. Memberikan perhatian kepada masyarakat berkebutuhan 

khusus dalam pemberian pelayanan, dengan menyediakan 

loket khueus, toilet khusus, maupun ruang menyusui ibu 

dan anak pada OPD /unit kerja; 

10.Dalam rangka mernberikan informasi pelayanan publik kepada 

masyarakat maka beberapa OPD telah menerapkan teknologi 

informasi untuk pelayanan publik; 
Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh 
Pemerintah Kota Kendari dapat diuraikan sebagai berikut: 
I. Dokumen Pakta lntegritas clan Penetapan Kinerja sudah 

ditandatangani secara berjenjang diseluruh OPD; 
2. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi publik, telah 

clitetapkan regulasi baik melalui Peraturan Daerah, Peraturan 
Walikota, dan Keputusan Walikota pengelolaan informasi 
daerah dan telah dibentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan 

Dokumentasi (PPID); 
3. Penerapan tek:nologi informasi di Kota Kendarl juga sudah 

dimulai dengan pengernbangan e-govemment. Seca.ra spesifik 
juga telah clikembangkan e-audit untuk mendukung pengelolaan 
keuangan yang lebih akuntabel; 

4. Telah ada inclikator kinerja baik di OPD maupun di tingkat Kota 

yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota; 
5. Seluruh OPD telah menyusun dokumen Analisa Jabatan dan 

Analisa Beban Kerja. 
Berbagai hal-hal yang sudah clicapai harus torus dipelihara 

bahan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun 
masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja 

Pemerintah Kota Kendari. 
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Ian jut; 
2. Optimalisasi pengelolaan pengaduan dan melakukan survey 

pengaduan masyarakat untuk melibat keinginan masyarakat; 
3. Mempercepat pelayanan terutarna pada pelayanan perizinan 

dan sesuai SOP; 
4. Terkait dengan pelayanan pendidikan, yaitu peningkatan kualitas 

dan lruantitas guru; 
5. Sosialisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP; 
6. Soaialisasi dan peningkatan pengawasan baik dari atasan 

langsung maupun dari unsur pembina atau lembaga negara 
dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik; 

7. Pernbuatan dan penerapan sistem Teknologi lnforrnasi sebagai 
langkah percepatan pelayanan publik; 

8. Penambaban aparatur teknis layanan dan lapangan; 

Pemerintah Kota Kendari telah melakukan upaya identifikasi 
hara-pan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan 
pemangku kepentingan adalab agar pelaksanaan reformasi 
birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalarn 
kaita.n dengan sasaran pertama refonnasi birokraai, mewujudkan 
pemerintah daerah yang bersib dan bebas KKN, harapan-harapan 
pemangku kepentingan antara lain : 
1. Mempertaha.nkan opini WTP; 

2. Efektivitas Sistem PengendaJian Intern Pemerintah (SPIP) 
disetiap OPD; 

3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara transparan 
dan akuntabel melalui layanan ULP (UniLLayanan Pengadaan); 

4. Dalam rangka transparansi pengadaan barang/jasa maka OPD 
mempublikasikan RUP tepat waktu dan penyerapan angga.ran 

lebib cepat; 
5. Pelaksanaan APBD yang tepat waktu pada seluruh OPD. 

dengan Ha:rapan pemangku kepentingan terkait 

peningkatan kualitas pelayanan, antara lain : 

1. Perbaikan pelayanan berdasarkan hasil evaluasi rencana tindak 



C. Penoaaaia·haD birolcraai Pemerintah Kota Kendari 
Meskipun sudab banyak hal yang dicapai, namun demikian 

masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam 
kaitan dengan upaya mewujudkan pcmerintahan yang bersih dan 

bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain 

9. Pemenuhan SDM Kesebatan clan Penunjang Kesehatan; 
10. Penegakan reward dan punishment secara tegas untu.k 

mendu.kung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian 
reward bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja 
pelayanan yang baik terhadap rnasyarakat, dan memberikan 
hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin 
unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang 
baik kepada masyarakat, 

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan 
kapasitas clan akuntabilitas kinerja ad-a lab sebagai berikut: 
1. Pakta integritas dan penetapan kinerja dipahami dan ditaati oleh 

PNS untu.k meningkatkan Integritas dan profesionalisme PNS; 
2. Publikasi dan komitmen/kepatuhan akan Pakta lntegtitas dan 

Pcnetapa.n Kinerja di seluruh OPD; 
3. Mengoptimalkan fungsi PPID sebagai salah satu bentuk 

penyediaan .informasi dari OPD kepada masyarakat/pengguna; 
4. Mempertajam indikator kinerja OPD dan Indikator Kinerja 

Uta.ma (Hill) Pemerintah Kota Kendari; 
5. Nilai akuntabilit.as kinerja Pemerintah Kot.a Kendari bernilai "B"; 
6. Penegakan disiplin PNS, memperbanyak pelatihan dan 

bimbingan teknis kepada PNS; 
7. Evaluasi penempatan PNS berdasarkan analisa jabatan, clan 

peningkatan kompetensi aparatur; 
8. Dalam pelaksanaan kegiatan, PNS paharn terbadap tupoksi 

jabatannya dan melaksanakan tupoksi yang diembannya; 
9. Mengoptimalkan penggunan analisa jabatan dalam penempatan 

PNS, dan menambah jumlab PNS sesuai analisa beban kerja. 
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1. Rekomendasi basil evaluasi SPIP belum dirindaklanjuti secara 

maksimal; 
2. Hardware dan sistem keamanan server aerta SDM Administrasi 

belum optimal; 
3. Masih ada OPD yang belum cepat merespon pengaduan 

masyarakat; 
4. Masih terdapat OPD yang mempublikasikan RUP Lidak tepat 

waktu; 
5. Belum dipatuhinyajadwal tahapan pembahasan anggaran sesuai 

dengan ketentuan. 
Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, 

berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain : 
1. Partisipasi masyarakat. dalam mengisr kuesioner survei 

kepuasan masyarakat belum optimal; 
2. Hasil evaluasi terhadap survei kepuasan masyarakat belum 

optimal; 
3. Optimalisasi sarana pcngelolaan pengaduan pada selu.ruh unit 

kerja; 
4. Masih rendahnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

dan Indikator Kinerja Utama, serta kurangnya pemahaman OPD 
terhadap indikator yang wajib dilaksanakan; 

5. Kuantitas dan kualitas guru belum sesuai dengan kebutuhan; 
6. Masih adanya pungutan biaya diluar ruran pendidikan seperti : 

biaya seragarn, pembangunan yang dilakukan oleh komite 

sekolah; 
7. Belum optimalnya pemanfaatan SOP sebagai pedoman dalam, 

pemberian pelayanan kepada masyarakat; 
8. Kurangnya penerapan teknologi informasi; 
9. Masih banyak petugas pelayanan yang memiliki tugas rangkap 

sehingga memperlambat pelayanan; 
10.Kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat untuk 

memiliki jaminan kesehatan; 
11. Kurangnya SOM kesehatan clan penunjang kesehatan; 



12.Belum optimalnya penanganan pengaduan pada OPD/unitkerja. 
Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara 

lain: 
l. Pakta integritas yang ditandatangani masih bersifat forrnalitas, 

belum bisa membentuk mind set PNS bahwa pakta integritas 
dan penetapan kinerja merupakan janji yang harus ditaati; 

2. Publikasi dokumen Pakta lntegritas clan Penetapan Kinerja; 
3. PPID baru sebatas ditetapkan regulasinya saja, belum ada 

implementasinya; 
4. JKU OPD dan IKU Pemerintah Kota Kendari masih kurang 

menggambarkan basil kinerja dari OPD; 
5. Masih kurang disiplinnya PNS, dan kurang kompetensi dalam 

jabatan yang di cm ban; 
6. Masih kurangnya jumlah PNS di OPD dan penempatan pegawai 

belum sesuai dengan syaratjabatan; 
7. Sarana dan prasarana pada OPD masih belum sesuai dengan 

standarisasi sarana dan prasarana. 



b. Pola Pilar 

Berbagai permasaJahan dalam area ini anta:ra lain : 
1) Dalam melaksanalcan tugas clan fungsi PNS masih kurang 

inovatif; 

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab 
sebelumnya, Reformasi Birokraai di Pemerintah Kota Kendari 

difokuskan pada lima fokus perubahan sebagai berilrut : 
l. Prioritas Pembenahan .Manajemen Pemerintah Kota Kendari 

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas 

Pemerintah Kata Kendari terkait dengan area perubahan, reformasi 
birokrasi. Area perubahan yang menjadi prloritas untuk 

diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi : 

a. Sumber Daya Manusia 
Berbagai permasalahan daJam area ini antara lain: 

1) Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang 
mendukung peJaksanaan tugas dan fnngsi orgaoisasi 

sehingga belum mampu mcnghasilkan kinerja yang tinggi; 
2) Belum menerapkan sistem Pola karier pegawai yang 

memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang 

akan ditempuh oleh seorang pegawai; 
3) Pengangkatan jabatan strnktural juga pada umumnya 

belum diJakukan sesuai dcngan standar kompetensi clan 

persyaratan jabatan; 
4) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, 

kesejahteraan pegawai masih rendah; 

A. Folms Perubahan Reformasl Birokrasl 

BABW 
AGENDA REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 



2. Prioritas yang harus terns dipel.ihara. 
Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai 

permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan 
untuk mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang 

sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-bal yang sudab baik 

meliputi anta:ra Jato: 
a. Mempertabankan opini Waja.r Tanpa Pengecualian (WTP) yang 

telah diberikan oleh BPK; 
b. Pemenuhan kewajiban pejabat mulai dari Eselon II, Ill, IV, 

c. Pengawasan 
Berbagai permasalahan dalaro area iniantara lain: 
1) Kuantitas clan kualitas pengawas masib kurang; 

2) Penerapan SPIP belum optimal; 
3) Mekanisme koordinasi yang lemah antara OPD dan unit 

lcerja di masing-masing OPD, roenyebabkan timbulnya 
berbagai tum-pang tindih pelaksanaan kegiatan yang 

berakibat pada inefisiensi; 
4) Penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya 

memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang 

lainnya sepe:rti percepatan pelayanan kepada masyarakat, 
keterbukaan informasi publik dan otomatisasi proses 

pelaksanaan tugas dan fungsi; 
5) Mekanisme reward dan punishment belum diterapkan 

secara optimal; 
6) Belum seluruh PNS yang diwajibkan melaporkan LHKPN; 

7) Pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan aparatur 

kepada masya.rakat masih kurang. 

2) Bekerja masib menunggu perintah atasan; 

3) Masih terdapat PNS yang belrerja mcngharapkan pamrih; 

4) Kurang tegas daJam penegakan aturan; 



e. Penyusunan clan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja 

Oaerah(APBD) tepat waktu; 

f. Penyusunan Japoran keuangan tepat waktu dan sesuai standar 

Akutansi Pemerintah (SAP); 

g. Publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh seluruh OPD; 
h. Nilai Survei Kepuasan Masya.ra.kat (SKM) Pemerintah Kota 

Kenda.ri dalam kategori "Baik"; 
i. Seluruh OPD/unil kerja di Iingkungan Pemerintah Kota Kenduri 

menyediakan sarana -pengaduan unruk penyampaian informasi 

terkait pelayanan publik, dimana masyarakat dapat langsung 
menyampaikan pengaduannya melalui telepon, SMS, kotak 

pengaduan maupun intcmet; 
j. Hasil penilaian Ombudsman RI terhadap kepatuhan OPD 

terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, seluruh 

OPD/unit kerja di linglcungan Pemerintah Kota Kendari 
masuk di zona hijau atau mer:niliki kepatuhan tinggi terhadap 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 
k. Pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan tingkat 

SLTA; 
1. Penerapan Jamioeo Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat 

Kota Kendari; 
m. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak 

mampu mulai dari SO s/d SLTP; 

Pejabat Pembuat Komit:men, POKJA/Panitia Pengadaan 

Barang/Jasa, dan Bendahara, dalam penyerahan Laporan.Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara, dan suclab menyerahkan 

laporan dimaksud kepada KPK; 
Si stem penerapan c. Optimalisasi dan pengembangan 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPil>); 
d, Optimalisasi pelayanan pengadaan barang/jasa pada U PT 

Unit Layanan Pengadaan (ULP]; 
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3. Priorit.as yang terka.it dengan peningkatan kualitas pelayanan, 

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu : 
Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan 

memerlukan jangka walrtu seeara bertahap untuk melakukan 

n. Tcrscdianya tim teknis lintas sektor untuk mempercepat 

pelayanan terutama di bidang perizinan; 
o. Dalam rangka kejelasan prosedur pelayanan maka selunth OPD 

telah mem.iliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

ditetapkan baik melalui Peraturan Walikota, Keputusan 

Walikota, maupun Keputusan Kepala OPD; 
p. MembenlcaD perhatian kepada masyarakat berkebutuhan 

khusus dalam pemberian pelayanan, dengan menyetliakan loket 

.khusus, toilet khusus pada OPD/unitkerja; 
q. Dalam rangka memberikan informasi pelayanan publik kepada 

masyarakat, maka beberapa OPD telah menerapkan tekoologi 

informasi untuk pelayanan publik; 
r, Dokumen Pakta Integtitas dan Penetapan Kinerja sudah 

ditandatangani secara berjenjang diseluruh OPD; 
s. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi publik, telah 

ditetapkan regulasi baik melalui Peraturan Daerah, Peraturan 
Walik:ota, dan Keputusan Walikota pengelolaan informasi daerah 

dan telah dibentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan 
Dokumentasi (PPID).; 

t, Penerapan teknologi infcrmasi di Kota Kendari juga sudah 
dtmutai dengan pengembangan e-govemment. Secara spesifik 

juga telah dikembangkan e-audit untuk mendukung pengelolaan 
keuangan yang Jebih akunta.bel; 

u. Telah ada indikator kinerja baik di OPD maupun di tingkat Kota 

yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota; 
v. Seluruh OPD telah menyusun dokumen Analisa Jabatan dan 

Analisa Beban Kerja. 



memperoleh pclayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi 

prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian 
hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar OPD 

yang terkair dalam pembcrian pelayanan, yaitu: 

1) Waktu penyelesaian pengurusan izin IMB. 
2) Biaya pembuatan gambar (format auto cad) pada 

pembuatan IMB. 
Kedua, Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan Quick 
Wi11s adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat 

diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberi.kan darnpak 

positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Kendari secara keseluruhan, Beberapa 

peningkatan kualitasnya. 
Sektor-sektor yang menjacli prioritas peningkatan kualitas 
pelayanannya di Pemerintah Kola Kenda:ri adalah sebagai berikut : 

a. Pendidikan 
Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untu.k 

ditingkatkan kualitas pclayanannya adalah : 

Peningkatan kompetensi guru. 
Salah satu peran pemerintah daera:b dalam pen_yediaan 
pelayanan pendidi.kan adalah menyediakan guru yang telah 

memiliki sertifikasi. Dalam kaitan itu, penyediaan pelayanan 

untuk peningkatan kompetensi guru sebingga mampu 

memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama pada sektor 
pendidikan di Kota Kendari. Peningkatan jumlah guru yang 

memiliki sertifi.kasi diharapkan akan rnemberikan dampak pada 
peningkatan kualitas sumbor daya manusia di Kota Kendari. 

karena 

dengan 

dalam 

b. Pelayanan Perizinan 

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, 

banyak keluhan disampaikan masya.rakat terkait 
proses, maupun biaya yang hams dikeluark.an 



4. Zona Integritas Menaju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani. 
Secara nasional Pemerintah Kota Kendari sebagai salah satu 
kota yang ditetapkan sebagai daerah zona integritas bebas dari 
korupsi, dan ditinda.ldanjuti dengan deklarasi dan penetapan 
seluruh OPD dan 16 sekolah sebagai pilot project zona Integritas 

bebas dari korupsi. 

• Poo11a/sl n,,,,,__ 

jenis pelayanan yang clipilih menjadi quick wins, dengan 

pertimbangan : 
1. Dapat dilakukan perubahan-perubaban cepat untuk: 

memperbailri lrualitas pelayanannya, sehingga cepat pula 
dapat diterapkan, dan masyara.kat akan dapat merasakan 
-perubahan yang slgniflkan; 

2. Perubahan yang cepat terhadap kuaJitas pelayanan 

jenispelayanan lni akan memberikan dampak posilif 

terhadap citra pelaksanaan refonnasi birokrasi clan 

peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pernerintah 

Kota Kend:ari; 
3. Pemerlntah Kota Kendari saat, .ini .memillki kapasitas yang 

cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah 

perubahan yang cepat dala.m rangka peningkatan kualitas 
pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi quick 

wins. 
Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjacli quick wins adalah 

sebagai berikut : 
a. Penerapan pel'ayanan perizinan yang cepat, mudah dan murab 

pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Sato Pint:u dan 

Penanamao Modal Kot.a Kendari; 

b. Penyusunan Peratu:ran Kepala Daerah tentang kewajiban uji 

emisi kendaraan bermotor; 
c. Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD. 



c. Bidang Kesehatan : 
Beberapa jeois pelayanan pada sektor ini yang menjadi 

prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: 

b. Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas 

peodidikan 
Prioritas lain dalam sektor pendidikan adalah penyediaan 
Taman Bacaan Masyarakat {TBM), yang dapat mendorong 
kreativitas dan Inovasi di kalaogan pelajar maupun masyaraka.t. 

OPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, 

yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari akan 

menjadi OPD yang berada digaris depan unruk melakukan 

perubahan-perubahan mel.alui langkah-langkah konkrit 

sebagai.mana direncanakan dalam dokumeu ini, 

5. Prioritas OPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing­ 

masiog OPD. Fckus perubahan ini harus menjadi perhatian OPD 
dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari 

reformasi birokrasi pemerintah Kota Kenda.ri. Prioritas yang telah 
berbasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemaogku 

kepentingan meliputi: 
a. Penyediaan guru dan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus 

Pelayanan pendidikan juga harus mampu menyediakan 
pelayanan bagi murid-murid yang berkebutuhan kbusus. 

Dalam kaitan ini, prioritas pelayanan juga difokuskan pada 
penyediaan guru dan sarana bagi siswa yang berkebutuhan 

khusus, 

lnspektorat Kota Kendari memiliki pemn dalam mengawal 

pelaksanaan reformasi birokrasi teruta.m.a dari sisi pengawasan. 

Karena ttu lnspektorat Kota Kendari harus benar-benar 

memiliki kesiapan lebih baik dari unit lrerja lainnya. 



2) Peningkatan pengawasan terhadap usaha air minum isi 

ulang dan pengawasaa terhadap makanan dan minuman 

yang mengandung zat berbahaya dan/atau kadaluarsa, 
Menjamurnya depot air munim isi ulang membuat 
Dinas Kesehatan Kota Kendari berkewajiban melakukan 

pengawasan dan pembinaan, terutama dalam hal 

melakukan uji secara rurin terhadap air minum maupun 
air ba.kunya, pemerintah berhak melakukan pengawasan 
untuk mendapatkan air minurn yang bersih den 

berkualitas. Dan peningkatan pembinaao kepada pelaku 

usaha dibidang air mioum untuk mcnekankan dan 
memperbati.kan faktor-faktor hygiene sanitasi supaya air 

l) Standarlsasi pelayanan kesehatan 

Tujuan pembangunan kesehatan .kota Kcndari adalah untuk 

meningkat.kan kesadaran, kemauan clan kemarnpuan 
untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 
kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam perspektif mi, 
pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan 
untu.k mencapai de:rajat kesehatan yang lebih baik. Melalui 

berbagai kebiiakan program dan kegiatan, Pemerintah Kota 
Kendari berupaya meningk:atkan mutu dan pelayanan 

kesehatan yang sernakin terjangkau oleh seluruh lapisan 
masyara.kat. 

Pemerintah Kota Kendari telah mengoperasionalkan rumah 
sakit dengan konsep pelayanan tidak menggunakan sistem 

kelas tetapi menggolongkan berdasarkan jenis penyakit 

sehingga tidak akao ada pelaynnan yang dibedakan. 
A.rtinya t.arif pelayanan untuk rawai inap, jasa sarana 

dan untuk tindakan operasi, dan pemeriksaan tidak ada 

perbedaaan. 
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d. Penyed.iaan Sarana dan Prasarana Publik 
Bcberapa jenis pelaya:nan pade sektor ini yang menjadi prioritas 

untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah : 

1) Instalasi Air Bersih 
Di dalam pemenuhan kebutu.ban air bersih, belum 
semua masyarakat Kota Kendari memaofaatkan pelayanan air 

bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal ini 

terjadi karena instalasi PDAM belum menjangkau seluruh 
wilayah Kota Kendari dan atau masyarakat tidak mau, 
tidak mampu memasang instalasi PDAM dikarenakan faktor 

ekonomi. 
Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM 

atau sarana air bersih untuk seluruh wilayah Kota Kendari 

menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah 
daerah, serta peningkatan kualitas air PDAM sehingga layak 

untuk diminum. 

yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak tercemar bakteri 

yang merugikan kesehatan, 

Berkaitan dengan pengawasan terhadap makanan dan 

minuman yang mengandung zat berbahaya dan/ atau 

kadaluarsa maka sesuai Passi 21 ayat I Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1992 diatur tentang makanan clan 

minuman. Ketentuan ini diroaksud untuk melindungi 

masyarakat agar terhinda.r dari makanan dan minuman yang 
dapat membahayaka.n kesehatannya. Sehubungan dengan 
itu, perlu peoingkatan pengawasan yang clilakukan oleh 
Dinas Kesehatan Kota Kendari dan OPD terkait untuk 

mengawasi.agar makanan dan mimrman aman dan layak 

untuk konsurnsi oleh masyarakat. 
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4} Penyediaan dan Perbaikan Drainasej'Parit 
Beberapa masalah terkait drainase yaitu : 

a) Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sebingga 
menyebabkan pengedalian banjir dan genan_gan belum 

3) Jembatan 
Kondisi demografis Kota Kendari yang banyak terdapat sungai 
bcsar dan kecil, mengharuskan pemerintah, daerah untuk 

membangun jembatan baru atau memperbaiki jembatan­ 
jembatan, bal ini sangat penting untuk mendorong 

kelancaran transportasi antar Iokasi yang juga akan 
mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan mengurangi jumlah 

jembatan pada sungai kecil untuk memperindah sungai. 

2) Jalan 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Pcmcrintah 
KotaKendari sangat gencar mela.kukan pelebaran jalan-jalan 

kota, disamping juga dilakukan perbaikan clan pemelibaraan 
jalan, Hal ini dalam rangka menunjang keamanan dan 

kenyamanan lalu lintas serta meminimalisir 'terjadinya 

kemacetan dan kecelakaan di jalan raya. 
Untuk menciptakan aksesibilitas anta:r wilayah serta 

mengurangi beban kepadat.an pada jalan-jalan utama kota, 
program yang telah dilakukan adalah merealisasikan jalan 

inner ringroad dan rnemperlebar jalan-jalan penghubung 

alternative. Program ini dilakukan dengan meningkatkan 
kualitas dan pelayanan jalan-jalan lingkungan (gang] sebagai 

penghubung jalan-jalan kolektor bailc primer maupun 
sekunder untu.k menopang fungsi sub-sub pusat pelayanan 

di beberapa bagian kota. Kede_pan pembangunan clan 

pemeliha.raan jalan dan gang masib menjadi prior.itas 

pembangunan di Kota Kendari. 



6) Penyediaan dan Penambahan Fasilitas Perlengkapan Jalan 

{Ram.bu, Marka, Guardnll) 
Pesatnya pertambahan kendaraan bermotor yang diimbangi 

dcngan sistem tata kelola lalu lintas yang baik serta 
pertambahan fasiltas jalan menjadi prioritas OPD pemangku 

yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika. 

5) Penyediaan clan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh 
pemerintah Kota Kendari adalah adanya ruang terbuka h.ijau, 

yang menjacli tcmpat berekreasi, bermain dan melakukan 

berbagai kegiat.an lam bagi masyarakat. Penyediaan ruang 
terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga 
lingkungan juga akan mendorong komunikasi nformasi clan 

kreativitas seluruh lapisan masyaraknt. 

drainase serta parit menjadi prioritas sumber daya air 

Pemerintah Kota Kendari. 

optimal; 
b) Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya 

tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya 

normalisasi; 
c) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap 

pemalibaraan saluran drainase yang ada menyebabkan 
terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran; 

d) Tetjadi penyempitan salur:an pada. muara-muara saluran 

primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan 
di kawasan bantaran sungai/ saluran; 

e) Kondisi turap yang ada pada saluran-ealuran drainase 

yang ada belum seluruhnya baik seb.ingga berpotensi 

terjadinya sedimentasi, 
pemeliharaan/perbaikan dan drainase Pembangunan 
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9) Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan 

SosiaJ dan Penyediaan Panti Lansia 
Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah 
satu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati 

keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Jwnlah 

penduduk yang besar memberikan kecenderungan timbulnya 
masalah sosial, seperti anak terlantar, wanita rawan sosial, 
penyandang cacat hingga tuna susila. Terdapat juga 

permasalahan sosial. yang bcrasal deri keluarga seperti 

keluarga yang berumah tak Iayak huni clan keluarga fakir 

8) Peningkatan Peneri:maan Pendapat:an Daerab dan Partisipasi 
Masyarakat Dalam Peneriroaan Pendapatan Daerah 

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dilakukan 
intensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya 

menyangkut pajak rneningkatkan PAD Kota Kendari terhitung 

mulai tahun 2015 diroaua PAD mencapai 269,l Milyar 
turobub menjadi 460,2 Milya:r di tahun 2019 (Sumber : Data 

BPKAD tahun 2019). Hal ini menunjukkan keberhasilan 
dalam pengelolaan sumber terus dilakukan dengan menggali 
potensi Akan tetapi disisi Iain perlu dilakukan perbaikan 

menyangkut pengelolaan aset dirasa masih jauh dari optimal. 

7) Peningkatan Potensi Parlor dan Penertiban Parkir 

Sesuai dengao Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 tahun 

2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2010 tentaog Pajak Daerab Kot.a Kendari, jenis Pajak Oaerah 

yang dipungnt terdiri dari 9 [sembilan] jenis pajak, salah 
satunya adalah pajak parkir. Dalam rangka menunjang 

pertumbuhan pendapatan daerah melalui pajak parkirperlu 
dilakukan peningkatan potensi parkir dan penertiban parkir 

di Kota Kendari. 

•----- 
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10) Peningkatao Pengelolaan Sampah Kata clan Penambahan 

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPPS) 
Sarana TPAS Puuwatu yang dimiliki Pemerintah Kata Kendari, 

Ruang saat ini seluas 17, 46 Hektar dengan model pengolahan 
secara open dumping dan berkembang menjadi control 

landfill. Kedepan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 18 'Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa 

model pengelolaan sampab di TPA dibaruskan menggunakan 

metode sanitaru landfill Hal ini tentu saja membutuhkan 
dukungan sarana dan pendanaan yang lebih banyak lagi 
mengingat metode pengolahan sarnpah ini memerlukao 

penanganan khusus secara intensif, dan di hacapkan 

kedepan akan membawa penanganan sampah kota Kendari 

menjadi lebih bai.k. 
Oalam pengelolaanpersampahan diperlukan sarana dan 

prasarana tempat penampungan sampah sementara (TPS) 

serta perlunya penambahan peningkatan armada jenis 

miskin. Masyarakat dengan masalab-masalah sosial seperti 

ini sebarusnya mendapat perhatian dari -pcmcrintah untuk 

menjadi salah satu sasaran program pembangunan, 

Sela.in itu, keberhasilan pembangunan terutama dalam bidang 
kesejahteraan dan kesehatan berdampak terhadap 

meningkatnya usia harapan hidup. Sehingga usia barapan 
hidup atau penduduk deogan usia lanjut cenderung lebih 

meningkat, untuk itu perlu prioritas penanganan 
kesejabteraan masyara.kat terutama untuk usia lanjut yang 

miskin, terlantar ataupun membutuhkan, untuk roenjamin 
bak-hak masyarakat terhadap kescjahteraan masyarakat, 

maka pemerinrah daerah perlu diupayakan suatu wadah 

atau sarana untu.k menampung orang lanjut usia atau panti 

lansia. 
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D. Renca.na Abi 

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah 

diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana 
dalam Lampiran 1 sampai denga:n 5. 

upaya unruk mewujudkan target-target melaksanak.an 

dimalmud. 

4. Prioricas OPD 

Kegiatan-kcgiatan yang harus dilaksa.nakan untuk 
mewujudkan target-target pada masing-masing OPD 

diserahk:an pada masing- masing yang bert.anggungjawab dan 
OPD yang terkait sebagai ranglraian dari penyusunan 

rencana aksi OPD diruaksud dalam melakukan rcnfonnasi 
birokrasi. 

Bagi OPD yang terkait de:ngan prioritas daerah dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus 



Pada tingkat OPD, pelaksanaan monitoring cliJaJcukan terutama 
dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiata:n yang menjadi prioritas 

pemerint.ah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas 
yang menjadi fokus dari OPD sebsgaimana tertuang dalam rencana 
aksi, dilakukan melalui media: 

1. Pertemuan rutin yang clipimpin Iangsung oleh Kepala OPD 
setidaknya setiap sebulan sekali; 

2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan 

yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey 
d.ilakukan setahun sekali; 

3. Survey ruti.n secara online. 

4. Pengelolaan pengaduan. 

5. Penguku.ran target-target yang telah ditetapkan. 

6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegjatan reformasi birokrasi. 
Pada tingkat pemerintah daerah, pclaksanaan monitoring dilakukan 

terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan 
dalam rencana aksi, dilakukan melalui media : 

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja 

yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum 
dilakukan rapat pleno. 

2. Pertemuan. rutin dalaro lingkup pleno dengan seluruh kelompok 

kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, 
paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan. 

A. Monitoring 

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana 

diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai 
berikut: 

BABIV 
MONITORING DAN EVALUASI 



Pada lingkup pemerintah Kota Kendari, mekanisme dilakukan sebagai 
berilrut: 

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus 

menerus terhadap pclaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi 

birokrasi Pemermtah Kota Kendari yangmertjad.i tanggungjawabnya; 

mengkordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi 

birokrasi di masing- masing OPD, wajib melakukan monitoring 

secara terus-menerus terhadap kegiatan yang menjadi 
tanggungjawabnya; 

2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala OPD secara rutin, 

paling tidak scbulan sekali, Jika terdapat, hal penting yang 

perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan 
kepada Kepala OPD; 

3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah­ 

langkah pe.rbaikan clan melaku.kan tindak lanjut atas dasar 
langkah- langkah perbaikan yang sudah clirumuskan; 

4. Permasalahan tidak dapat dipecabkan dalam lingkup OPD, maka 
permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno; 

5. Seluruh basil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja, 

Monitoring clan evaluasi yang koordinasikan oleh lnspektorat 
Daerah. 

untuk 

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut : 

Pada lingkup OPD, mekanisme dilaku.kan sebagai berikut : 

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk 

3. Survey rutin melalui internet untuk mengetabui indeks kualitas 

-pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat. 

4. Pengelolaan pengaduan. 

5. Pengukuran target-target yang telah ditctapkan. 

o. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh 
masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno. 



B.Evaluasi 
Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dluraikan 
dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut: 

Pada tingkat OPD, pelaks.<maan evaluasi d.ilakukan terutama dalam 

kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas 
pernerintah daerah yang melekat pada OPD tertenru, dan prioritas 
yang menjacli fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalaro rencana 
aksi, dilakukan melalui media : 

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD 

setidaknya setiap enam bulan sekali; 

2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan 
yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey 

dilakukan setahun sekali; 
3. Survey rutin secara online. 
4. Pengelolaan pengaduan. 

5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam 
bulan sekali, 

6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi 

dalam enam bulan sekali. 

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksaoaao evaluasi dilakukan 

terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan 
dalam rencana aksi, dilakukan melalui media : 
1. Pertemuan rutin dala.m lingkup masing-masing kelompok kerja 

yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilaku.kan rapat 

2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan 

disarnpaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi 

yang dikoordinasikan oleh lns_pektorat Daerah; 

3. Hasil monitoring dibahas dal.am rapat pleno untuk diputuskan 

Iangkah-langkah perbaikan yang diperlnkan; 

4. Kelompok kerja melalrukan langkah-langkah perbaikan sebagai 

tindalc laajut hasil keputusan rapat pleno; 
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Pada lingkup pemerint.ah Kota Kendari, mekanisme dilakukan sebagai 
berikut: 

1. Setiap kelornpok kerja wajib melaku.kan evaluasi setiap enam 

rnengkordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi 

birokrasi di masing- masing OPD, wajib melakukan evaluasi 

setiap enam bulan sekali terhadap kegialan yang menjadi 
tanggu:ngjawabnya; 

2. Hasil evaluasi d.ilaporkan kepada. Kepala OPD. 

3. Kepala OPD bersama ti.m di OPD, wajib merumuskan langkah­ 

langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar 
langkah- langkah perbaikan yang sudah dirumuskan; 

4. Permasalahan tidak dapat dipecahka.n dalam Jingkup OPD, maka 
permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelornpok kerja dan pleno; 

5. Selurub basil evaluasi disampaikan kepada Kclompok Kerja 

Monitoring dan Evaluasi yang koordinasik.a:n oleh Inspektorat 
Daerah, 

untuk 

Mekanisme evaluasi dila.kukan sebagai berlkul : 

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut : 

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk 

pleno. 

2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok 

kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, 

paling tidak dilakukan enam bulan sekali. 

4. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas 
pelayanan yang dipersepsikan oleh masya.rakat. 

4. Pengelolaan pengaduan. 

5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap ena.m bulan. 
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleb 

masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan 

untuk evaluasi selurub kegiatan reformasi birokrasi. 
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bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

reformasi birokrasi Pemerintah Kota Kendari yang menjadi 
tanggungjawabnya; 

2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan 

disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang 
clikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah; 

3. Hasil monitoring dibahas daJam rapat pleno untuk d:iputuskan 
tangkah-Iangkah perbaikan yang cliperlukan; 

4. Kelompok kerja melakukan Iangkah-langkah perbaikan sebagai 
tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno; 

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoortlinasikan oleh 

lnspektorat Kol.a Kendari memantau pelaksanaan tindak lanjut. 
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Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi 
Birokrasi Pemerintah Kota Kendari 2020 - 2024 dilaku.kan secara 
partisipatif dengan memperhitungkan harapan para pemangku 

kepentingan dan kemampuan pemerintah Kota Kendari dalam mcrespon 
harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah ruenguraikan 

secara detail langkah-langkah reformasi birokras:i yang direncaoakan, 

namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis 
dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis 

yang harus dipecabkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat 
penting dalam upaya untuk terns mela.lrukan upaya perbai.kan 

berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi 
birokrasi, setiap unit kf>.rja harus terus-menerus berupaya untuk 
melak:ukan upaya-upaya perbaikan deism rangka mewujudkan sasaran 
reformasi bir:okrasi. 

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Kendari 
2020 - 2024 ini disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan 

pembangunan Kota Kendari dalam kurun waktu 5 tab.un kedepan. 

Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi 
yang akan dilaksanakan ole.h seluruh jajaran Pemerintah Kota 

Kenda.ri. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana akei 
yang tertuang di dalarunya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan 

target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada 
seluruh OPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang 

tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya 
masing-masing dcngan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi 

lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya, 

BABV 
PE NUT UP 
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Upaya reformasi birokrasi merupakan tanggungjawctb bersama 
yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan peran aktif 
seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kota Kendari. Kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah Kota Kendari harus terus dibangun 

agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, 
Pemermtah Kota Kendari telah komitmen untuk melaksanakan 
reformasi birokrasi sccara bersu.ngguh- sungguh, 
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